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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP} Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang
telah ditentukan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomeor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Feranjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemenntah yang merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga
merupakan salah satu indikator pencapaian kinerja dilingkungan Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Laporan Kinerla Instansi Pemerintah {LKjIP} memuat gambaran capaian
sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kerja Utama
yang telah telah ditetapkan dalam Perjanjan Kinerja Tahun 2025 dan Sasaran
Kinerja yang selaras dengan dokumen Rencana Stralegis BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2025-2028,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menyajikan
informasi yang bermanfaat atas pertanggungjawaban kinerja dalam peningkatan
pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait
dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini,

Palembang, 14 Februan 2026

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,

(TS

H. Yossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama Muda/lV.c
MNIF. 198208162001121004

Faral Hiararki
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu
dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah,
aspirasi dan cita-cita masyarakal dalam mencapai masa depan yang lebih
baik. Berkenaan dengan hal itu diperiukan pengembangan dan penerapan
sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan ‘terukur, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
efekiif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepatisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Momor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai salah satu Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki
kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi
komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoning
evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja
adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerfa untuk memantau setiap perubahan
perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah
diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat
mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala,
faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-
upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

Penyusunan laporan kinerja crganisasi pemerintah dilakukan sebagai
upaya untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah
dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Laporan kinerja instansi pemenntah
juga menjadi alat untuk memperbaiki kinerja instansi pemerintah dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi
pemerintah. Dengan demikian melalui penyusunan laporan kinena ini
merupakan wujud dari bentuk pertanggungjawaban resmi dar instansi
pemerintah atas pelaksanaan fugas pokok dan fungsi, program, dan kegiatan
yang dibiayai oleh APBD selama satu tahun anggaran, berguna juga untuk
mengukur tingkat keberhasilan atau capaian sasaran kinerja dari program dan
kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan membandingkan antara
perencanaan dan hasil yang dicapai serta menjadi bahan evaluasi internal
untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi yang selanjutnya
dapat digunakan sebahai bahan rekomendasi untuk perbaikan kinerja
ke depannya




1.2. Gambaran Umum Organisasi

Bardasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 14 Tahun 2014 lentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah
Nomor & Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan
dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi
perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemernntahan daerah dibidang
pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai
lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Gubemur sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Secara lebih teknis, uraian tugas dan fungsi
Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah diatur
melalui Peraturan Gubemur nomor 68 Tahun 2016 yang kemudian telah
diperbaharui melaiui Peraturan Gubemur nomor 26 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi BPKAD Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas BPKAD tersebut, maka
secara umum BPEAD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi sebagai
berikut :

a. Penyusunan Kebijakan Teknis: Merumuskan kebijakan dan pedoman

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seria
pengelolaan aset daerah.

b. Pengelolaan Keuangan Dasrah: Melaksanakan seluruh aspek pengelolaan
keuangan, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan penatausahaan
keuangan, perbendaharaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

¢. Pengelolaan Aset Daerah: Merencanakan, mengoordinasikan, membina,
mengawasi, dan mengendalikan administrasi serta inventarisasi barang
milik daerah, termasuk pemanfaalan dan pemindahtanganan aset

d. Pelaksanaan Anggaran Kas: Menyediakan anggaran kas dan
mengendalikan arus kas daerah untuk memastikan ketersediaan dana.

e. Akuntansi dan Pelaporan: Menyelenggarakan fungsi akuntansi keuangan
| dasrah dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
| secara transparan dan akuntabel.

f. Pembinaan Teknis: Memberikan bimbingan teknis dan supervisi terkait
pengelolaan keuangan dan aset kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah
{SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi.

g. Perencanaan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan
aset,

h. Pelaksanaan Tugas Lain: Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh
Gubermnur sesuai dengan tugas dan fungsinya.




1.3

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
68 Tahun 2016 Tentang Susunan Orgamsasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daergh Provinsi Sumatera Selatan.
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu,
perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset,
pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang
pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesual
lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubemur
sesual dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan dibantu oleh unsur
Sekretariat dan Bidang, Adapun tugas dan masing-masing unsur dan struktur
organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berkut:

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubemur dalam
menyelenggarakan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyal tugas merencanakan, menyusun program,
melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, pemeliharaan kantor dan pengelolaan keuangan pada
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

a, Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi

Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan dan dokumen perencanaan
strategis (Renstra), Rencana Kerja {(Renja), dan menyusun Rencana
Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan
pemeliharaan data serta informasi terkait pengelolaan keuangan
daerah untuk mendukung proses perencanaan dan pengambilan
keputusan, menyusun dokumen perencanaan BPKAD, melaksanakan
pemantauan dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan
program, kegiatan, dan anggaran untuk memastikan pencapaian target
kinerja, menyiapkan bahan dan menyusun berbagai laporan
akuntabilitas kinera instansi pemerintah (LAKIP), laporan keuangan
BPKAD, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang lain di
internal BPKAD serta dengan unit kerja lain di pemernintah daerah
terkait data dan informasi serta melaksanakan tugas lainnya yang
diberikan pimpinan.




b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
terutama terkat dengan meneliti kepengkapan dokumen pencairan
anggaran, melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran {SPP),
menyiapkan Surat Penntah Membayar (SPM), melakukan verifikasi
harian penenmaan, melaksanakan akuntansi dan menyiapkan laporan
keuangan, menyusun laporan Barang Milik Daerah (BMD), menyusun
laporan keuangan dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan
pimpinan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tegas untuk melaksanakan administrasi Umum dan Tata
Usaha kantor seperti melaksanakan penerimaan dan pendistribusian
surat menyurat, penggandaan naskah dan kearsipan. mengelola dan
memfasilitasi kegiatan rumah tangga dan keprotokolan BPKAD,
menyusun standar pelayanan umum dan melaksanakan urusan rumah
tangga kantor, melakukan inventarisasi dan pemeliharaan aset, serta
melaksanakan manajeman administrasi kepegawaian dan meangeloia
data kepegawaian, mempersiapkan perencanaan dan pembinaan
kepegawaian, melaksanakan koordinasi fugas-tugas  bidang,
melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan dan perawatan
peralatan kantor, menylapkan administasi .

3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
penyusunan KUA dan PPAS serta KUPA dan PPASP, penyusunan
Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, mengkoordinasikan
dan memverifikasi RKA, menyiapkan penerbitan SPD dan anggaran kas
serta menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi serta bimbingan penyusunan APBD dan Perubahan
APBD kabupaten/kota.

a. Sub bidang Anggaran |

Mempunyai tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah;, menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS sera
KUPA dan PPASP, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan
anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah. mengkaji ulang hasil
verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; menyusun
anggaran belanja daerah; penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; melaksanakan
penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKFD dan PPKD]
melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan




jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang
Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan
pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan
pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKED;
melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah
dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada
daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota

Sub bidang Anggaran |

Mempunyal tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah; menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS seria
KUPA dan PPASP, menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan
anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah; mengkaji ulang hasil
verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah, menyusun
anggaran belanja daerah, penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; melaksanakan
penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD,
melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang
Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan
pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD; melaksanakan
pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPED;
melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah
dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada
daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota.

. Sub bidang Anggaran Il|

Mempunyai tugas untuk menyusun anggaran pendapatan dan
pembiayaan daerah; menyiapkan penyusunan KUA dan PPAS serta
KUPA dan PPASP; menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan
anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah. mengkaji ulang hasil
verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah. menyusun
anggaran belanja daerah; penyiapan petunjuk teknis penyusunan
rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, melaksanakan
penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPD dan PPKD;
melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan bahan penyusunan
jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan




Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraluran Daerah tentang
Perubahan APBD; melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan
pengesahan DPA/DPPA SKPD, BELUD dan PPKD; melaksanakan
pembinaan penyusunan anggaran SKPD, BLUD dan PPKD;
melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah
dan pendapatan PPKD; membina SKPD dibawah koordinasi asisten;
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pajak dan Retribusi memberikan rekomendasi usulan DAK pada
daerah kepada pemerintah pusat atas kabupaten/kota.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan
pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi pembinaan dan
pengendalian di bidang penenmaan dan pengeluaran kas dan
menyiapkan bahan pengolahan data keuangan daerah serta memfasilitasi
dana transfer pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

a. Sub bidang Perbendaharaan |

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kas daerah;
melaksanakan pemindahbukuan kas daerah; mengkaji ulang hasil
verifikasi pengelolaan kas daerah; mengkaji ulang hasil verifikasi
pemindahbukuan kas daerah; melaksanakan penelitian dokumen atau
bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer
daerah sesual dengan rekening kas umum daerah; melaksanakan
pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran
daerah; melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi
perianggungjawaban pendapatan/ penerimaan kas, melaksanakan
penyusunan |aporan penerimaan dan pengeluaran kas sera
rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka
penyusunan posisi kas, melaksanakan analisis pemberdayaan dan
penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka
penerimaan daerah; merumuskan petunjuk teknis administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penernimaan kas;
melaksanakan pengelolaan utang/ pinjaman dan piutang daerah;
menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
menyusun, mengoreksi, konsep naskah dinas pengelolaan kas, dan
menyempurnakan yang terkait dengan melaksanakan pengecekan
pemrosesan  restitusii! pengembalian  kelebihan  penerimaan;
melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi
pengeluaran kas berdasarkan SPZD; melaksanakan penerbitan
restitusi/pengembalian  kelebihan penerimaan SFD; menyusun
kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD terkait pendapatan
daerah; memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran AFBD




oleh bank danfatau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana vyang diperlukan dalam
pelaksanaan APBLD; menyimpan uang daerah; dan menyiapkan
pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama
pemerintah daerah; serta melakukan penagihan piutang daerah yang
bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain,

. Sub bidang Perbendaharaan Il

Mempunyal tugas untuk melaksanakan penatausahaan pembiayaan
daerah (perbendaharaan); mengkaji ulang hasil verifikasi
penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan), melaksanakan
register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu
anggaran dan penelitian dokumen SPM; melaksanakan proses
penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian
lembar SP2D; meneliti, mengoreksi dan memberikan perselujuan
pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan non
gaiji; melaksanakan pengadministrasian dan pemotongan Perhitungan
Fihak pemungutan Kefiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka
pengendalian kas, melaksanakan penyusunan dan pembuatan [aporan
realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP20; meneliti dan mengoreksi
kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan
SKPP; melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam ha! pelaksanaan
perbendaharaan; melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan
PPKD: merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ),
menyusun, mengoreksi, konsep naskah dinas perbendaharaan belanja;
menyempurnakan yang terkait dengan menyusun kebijakan dan
pedoman pelaksanaan APBD terkait belanja daerah: melakukan
pembayaran berdasarkan perminiaan pejabat pengguna anggaran atas
beban rekening kas umum daerah.

. Sub bidang Perbendaharaan Il

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan
kas daerah: melaksanakan bimbingan teknis pemindahbukuan kas
daerah; melaksanakan bimbingan teknis penatausahaan pembiayaan
daerah; melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKFD,
pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM,
melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP20
serta pendistribusian lembar SP2D; meneliti, mengoreksi dan
memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas
pengesahan SPJ gaji dan non gaji; melaksanakan pengadministrasian
dan pemotongan Perhitungan Fihak pemungutan Ketiga (PFK) dan




rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan
instansi terkait dalam rangka pengendalian kas; melaksanakan
penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas
berdasarkan SP2D; meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen
SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP, melakukan
pembinaan terhadap SKPD dalam ha! pelaksanaan perbendaharaan;
melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD: merumuskan
petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan
pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); menyusun,
meangoraksi, dan menyempumakan konsep naskah dinas yang terkait
dengan perbendaharaan belanja; menyusun kebijakan dan pedoman
pelaksanaan APBD terkail belanja daerah, melakukan pembayaran
berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban
rekening kas umum daerah.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyal tugas
menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan ak-
untansi, melaksanakan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi
pengeluaran kas dan akuntansi selain kas, rekonsiliasi realisasi APBD,
restitusi dan pelaporan keuangan daerah serta pembinaan pelaporan
keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan menyiapkan
bahan koordinasi, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan evaluasl serta
bimbingan penyusunan pertanggung jawaban APBD dan Perubahan
APBD Kabupaten/Kota

a. Sub bidang Akuntansi |

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengolahan penerimaan
daerah; menyusun flaporan pertanggungjawaban pelaksanaan
penerimaan daerah; melakukan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran
data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD, melakukan
pamantauan atas pengikhtisarkan penenmaan yang dilakukan oleh
SKPD, melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang
dilakukan oleh SKPD; menyusun laporan realisasi penerimaan APBD
periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), melakukan
verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan
(bukti memorial), menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur
alruntasi penerimaan; menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan
konsep naskah dinas yang terkait dengan akuntansi penerimaan;
melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFBD Kabupaten/Kota Wilayah |
dan membantu tugas Gubernur sebagai wakil pemeritah pusat dalam
hal pembinaan akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah |,




b. Sub bidang Akuntansi Il

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengolahan pengeluaran
daerah; pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran daerah;
melakukan identifikasi, klafikasi dan pengukuran data transaksi
pengeluaran; melakukan pencatatan, penyesuaian penggolongan atas
transaksi pengeluaran, menyusun laporan realisasi pengeluaran APBD
periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan); melakukan
posting atas pengeluaran, melakukan rekonsiliasi atas realisasi
pengeluaran dengan SKPD terkait, melaksanakan konsolidasi laporan
realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD, BLUD
dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran, dan
tahunan); menyiapkan bahan tindak lanjut basil evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perfanggung jawaban Pelaksanaan APBD:
melaksanakan pelaporan atas pungulan dan penyetoran Perhitungan
Fihak Ketiga (PFK); melakukan wverifikasi dan koreksi terhadap
kesalahan realisasi pengeluaran {bukti memeoral); menyusun kebijakan
serta sistem dan prosedur akuntasi pengeluaran; menyusun,
mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait
dengan akuntansi pengeluaran; melakukan evaluasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten/cota wilayah II; membantu tugas
Gubemur sebagal wakil pemerintah pusat dalam hal pembinaan
akuntansi pemerintah daerah kabupaten/kota wilayah Il

. Sub bidang Akuntansi [l

Mempunyai fugas untuk melaksanakan bimbingan teknis penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, menyusun kebijakan
sarta sistem dan  prosedur terkat  penyusunan  laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; melakukan konsolidasi
laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD, menyusun konsolidasi laporan realisasi APBD
triwulan, semester | dan prognosis 6 (enam) bulan berkutnya;
menyusun laporan kauangan konsolidasi atas laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; menyusun laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan
operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan; menyusun ikhtisar laporan keuangan
BUMD; menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan
koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka
pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, menyiapkan bahan tindak
lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD; melaksanakan pembinaan,
sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi
sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; menyusun, mengoreksi,
dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan
pertanggungjawaban pela.ksanaan APBD, melakukan evaluasi
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan AFPBD



6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelclaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyiapkan
bahan, merencanakan dan melaksanakan penyusunan perumusan
kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

a. Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas untuk melakukan investigasi terhadap pengelolaan
barang SKPD; menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi
pengawas intermal untuk melakukan audit atas pengelolaan barang
milik daerah SKFD; g melaksanakan dan membagi tugas proses
administrasi perencanaan dan pengawasan barang milk daerah;
menyiapkan bahan kegiatan penertiban dan pengendalian barang milik
daerah, menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring kebuluhan barang
milik daerah dan perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik
daerah, menyiapkan rencana kegiatan pengawasan barang milik
daerah; menylapkan bahan penyusunan perencanaan

b. Sub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan
daerah di bidang pemanfaatan barang milik daerah; menyiapkan bahan
pelaksanaan kegiatan pemanfaatan barang milik dasrah; menyiapkan
bahan danmn merencanakan penetapan  pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang milk daerah; merencanakan kegiatan
pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah; melaksanakan dan
membagi lugas proses  administrasi  pemanfaatan dan
pemindahtanganan barang millk daerah; membuat laporan hasil
pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik
daerah, melakukan penilaian barang milik daerah,

¢, Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Dasrah

Mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan kebijakan di
bidang penatausahaan barang milk daerah;, menyiapkan bahan
kegiatan rekonsiliasi barang milik daerah pada SKFD, menyiapkan
bahan proses administrasi penatausahaan barang milk daerah;
menyiapkan bahan penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah
setiap tahun; menyiapkan bahan laporan persediaan barang dan
laporan hasil pengadaan barang setiap SKPD per semester,
menyiapan bahan laporan barang milik daerah dalam rangka
penyusunan neraca daerah; menylapkan bahan invenlarisasi,
pencatatan dan pelaporan barang milik daerah melalui aplikasi;
menyiapkan bahan pembinaan dan evaluasi inveniansasi dan sensus
barang pada SKPD; menyiapkan bahan penetapan status rumah dinas
daerah; merencanakan kegiatan pelaksanaan penghapusan barang
milik daerah; melaksanakan dan membagi tugas proses administrasi
penatausahaan barang milik daerah.
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Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan lebih jelas dapat dilihat pada bagan sebagai
berikut:

Gambar 1.1 Bagan Strukiur Organisasi BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
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1.4. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern Perencanaan
Pembangunan Nasional;

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

c. Undang-Undang NMomor 28 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemrintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara
perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara
evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
tata cara revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemenntah (LAKIP);
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1.5.

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Pernanjian Kinerja, Pelaporan Kinerla dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B8 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengukuran Kinea Organisasi
Pemerintah;

. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 20186

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Provins: Sumatera Selatan Tahun 2016
Momor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023;

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021
MNomeor 6);

. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68 Tahun
2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 68);

. Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun

2025-2029;

. Rencana Kerfa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Tahun 2025,

Peta Proses Bisnis

Peta proses bisnis (probis) Badan Pengelcla Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagal panduan visual untuk
meningkatkan efisiensi dan efektivitas alur kerja secara intemal Peta proses
bisnis utama pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah mencakup
aktivitas inti yang secara langsung berhubungan dengan pengelolaan
keuangan dan aset daerah untuk mencapai visi dan misi organisasi yang
meliputi ;
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 Penganggaran Daerah :Perencanaan dan penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk perubahan AFBD.

= Penatausahaan Keuangan :Pelaksanaan dan penatausahaan
pendapatan seria belanja daerah (perbendaharaan dan pengelolaan kas
daerah).

« Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah (BMD) : Inventarisasi, penilaian,
pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan Barang Milik Daerah
{BMD).

= Pelaporan dan Pertanggungjawaban : Penyusunan |aporan keuangan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

sementara  proses manajenal yang dijalankan bertujuan untuk
mengelola dan mengendalikan pelaksanaan proses utama untuk memastikan
efektivitas dan kepatuhan terhadap peraturan yang terdiri dan :
« Perencanaan Strategis: Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan
Rencana Kerja (Renja) BPKAD.
« Manajemen Kinerja: Pengukuran, ewvaluasi, dan pelaporan kinera
instansi.
« Pengawasan Internal: Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan

fungsi.

Adapun bagan proses bisnis dalam menjalankan tugas dan fungsi
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada bagan di bawah ini :

Gambar 1.2 Peta Proses Bismis

Proses Bisnis BPKAD
Proses Pengelalaan Kpuangsn Dawreh
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lraerah = bapmmran Kevangan
PeineriEal Daerah

* Lagmran Harmng Milik
Tagrak
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1.8. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
didukung dengan sumber daya yang cukup memadai, baik secara kualitas
maupun kuantitas. Dukungan sumber daya secara gans besar terdiri dari sumber
daya aparatur yang terkait tenaga kepegawaian dan sumber daya terkait sarana
dan prasarana yang berfungsi sebagai penunjang operasional di Lingkungan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam
melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesual dengan Peraturan Gubernur MNomor 68 Tahun 2016 vyang
kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomaor 26
Tahun 2018 tentang susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maka struktur BPKAD terdiri
dari 21 pejabat struktural dengan rincian sebagail berikut :

Tabel 1.1 Klasifikasi Jabatan Struktural BPKAD

Jabatan | Jumiah
Kepala (Eselon li/a) | 1 Orang
Sekretaris (Eselon lll/a) R 1 Orang |
Kepala Bidang (Eselon 1ll/a) 4 Orang
KasubagKasubbid (Eselon IVia) 15 Orang

Sumber daya aparatur atau pegawal yang dimiliki Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumiah
B5 orang tenaga Pegawai Neger Sipil (PNS) yang tersebar diseluruh unit kerja
BPKAD. Adapun komposisi pegawal berdasarkan golongan dan jenis kelamin
sabagal benkut ;

a. Susunan Kepegawaian

Sumber daya aparatur yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah berjumiah 137 orang vyang terdiri
dan 85 Orang PNS dan 52 Orang P3K dengan rincian sebagal berikut :




1) Pegawal PN3
a) Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

b)

Gambar 1.3
Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin
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Sumber - Data pegawal per Bulan Mal 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan jenis kelamin berjumiah 85 Orang dengan rincian
pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan pegawai perempuan
sebanyak 43 orang.

Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumiah pegawai perempuan
hampir sama banyak dengan jumlah pegawal laki-lakl, dengan selisih
yang hdak signifikan hanya terpaut sekitar 001%. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawal di
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya
perspektif gender,

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan

Gambar 1.4
Komposisi PNS Berdasarkan Golongan
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Sumber | Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

berdasarkan Golongan dengan rincian Golongan |l sebanyak 2 orang,
Golongan 1ll sebanyak 60 Orang dan Golongan IV sebanyak 23

orang. Pada komposisi diatas terlihat bahwa sebagian besar pegawai
berada pada golongan Il mencapai 70,6%.
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c)

d)

Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.5
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Sumber . Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
bardasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SLTA/Sederajat tidak
ada, Sarjana Muda/Sederajat sebanyak 6 Orang, Sarfana 51
sebanyak 42 Orang, dan Pasca Sarjana sebanyak 37 Orang.
Berdasarkan data kondisi pegawai tersebut, maka dari sisi tingkat
pendidikan kualitaz SDM yang tersedia sudah sangat baik dengan
banyaknya komposisi pegawai pada tingkat Sarjana (S1) dan tingkat
pendidikan Pascasarjana (52).

Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural

Gambar 1.6
Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Struktural
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Sumber : Data pegawai per Butan Mei 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Jabatan Struktural dengan rincian Esselon |l.a sebanyak
1 Orang, Esselon lll.a sebanyak 5 Orang, Esselon lllb tidak ada,
Esselon [V.a sebanyak 15 Orang dan Non Esselon sebanyak
64 Orang. Struktur jabatan pada BPKAD sudah berpedoman sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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e} Komposisi PNS yang akan Pensiun (Tahun 2025-2029)
Gambar 1.7
Komposisi PNS yang akan Pensiun
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Sumber ; Data pegawal per Bulan Mel 2025

Komposisi pegawai PNS BPKAD Provinsi Sumatera Selatan yang
akan memasuki usia pensiun sebanyak 10 Orang dengan rincian
Tahun 2025 sebanyak 2 orang, Tahun 2026 sebanyak 4 orang, Tahun
2027 sebanyak 1 Orang, Tahun 2028 tidak ada seria pada Tahun
2029 sebanyak 3 Crang.

2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
a) Komposisi P3K Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1.8
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Jenis Kelamin
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Sumber - Data pegawai per Bulan Mei 2025
Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan jenis kelamin berjumliah 52 Orang dengan rincian
pegawai perempuan sebanyak 25 orang dan pegawai laki-laki
sebanyak 27 orang.
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Berdasarkan gambar di atas, bahwa Jumlah pegawai perempuan
hampir sama banyak dengan jumlah pegawai laki-laki, dengan
selisih yang tidak signifikan hanya terpaut sekitar 3.85%. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah memperhatikan adanya
perspektif gender,

b) Komposisi P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Gambar 1.9
Komposisi Pegawai P3K Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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Sumber - Data pegawai per Bulan Mei 2025

Komposisi Pegawal P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Tingkat Pendidikan dengan rincian SD sebanyak
2 Orang, SLTA/Sederajat sebanyak 4 Orang, Sarjana
MudarSederajal sebanyak 8 Orang, Sarjana 51 sebanyak
38 Orang. Secara umum, tingkat pendidikan tenaga P3K sudah
cukup baik dengan didominasi oleh Sanana (51).

c) Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan

Gambar 1.10
Gambar Komposisi P3K Berdasarkan Jabatan
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Sumber : Data pegawai per Bulan Mei 2025
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1.7

Komposisi Pegawai P3K BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
berdasarkan Jabatan dengan rincian Jabatan Pengelola Umum
Nasional sebanyal 2 Orang. Jabatan Pengadministrasi Perkantoran
sabanyak 4 Orang, Jabatan Pengelola Layanan Operasional
sebanyak sebanyak B Orang dan Jabatan Penata Layanan
Operasional sebanyak 38 orang. Keberadaan tenaga P3K ini sangat
membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana kantor merupakan dua aspek fundamental yang
tak terpisahkan dalam mendukung keberhasilan operasional dan produktivitas
suatu organisasi. Keberadaannya bukan sekadar pelengkap, melainkan tulang
pungagung yang memastikan setiap aklivitas pekerjaan dapat berjalan sacara
efekiif, efisien, dan lancar. Pengelolaan yang baik terhadap kedua komponen
ini secara langsung berdampak pada kualtas lingkungan kerja, motivasi
karyawan, hingga pencapaian tujuan strategis perusahaan.

Secara sederhana, sarana merujuk pada segala fasilitas yang bersifat
bergerak dan digunakan secara langsung dalam pelaksanaan fugas, seperti
komputer, printer, dan alat tulis. Sementara prasarana mencakup aset yang
bersifat permanen atau tidak bergerak yang menjadi penunjang dasar, seperti
gedung kantor, instalasi listrik, dan jaringan intermnet.

Gambar 1.11. Ruang Rapat Utama BPKAD
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Gambar.1.12. Ruang Rapat Sekretanat dan Bidang BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.13. Ruang Kerja Pegawai BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.14. Ruang IT dan Server BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.15, Ruang Arsip BPKAD Sumatera Selatan
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Selain ketersediaan sarana berupa gedung dan perlengkapan kena,
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
juga didukung dengan sistema informasi dan teknologi. Sarana Informasi
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
berupa sarana informasi portal berupa website dengan alamat akses
hitp:/bpkad sumselprov go.id/! Sarana informasi ini  dmaksudkan untuk
meningkatkan layanan informas: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Disamping dalam pengelolaan
keuangan daerah, BFKAD Sumatera Selatan juga dibantu dengan
menggunakan aplikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya
adalah 3Sistem Informasi Pemenntahan Daerah (SIPD), SIKD dan aplikasi
lainnya. Penggunaan aplikasi in bertujuan untuk memudahkan dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD

Gambar 1.17. Tampilan Website EPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.18. Tampilan Aplikasi SIPD BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.18. Tampilan Aplikasi SIKD BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar 1.21. Tampilan Aplikasi e-Sumsel BPKAD Sumatera Selatan
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Gambar.1.22. Tampilan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKDN}
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Gambar.1.23. Tampilan Aplikasi Surat Online
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Adapun sarana dan prasarana pendukung operasional dalam
pelaksanaan program dan kegiatan lainnya pada Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel
1.2. di bawah ini:

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional
pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Kondisi |
No Jenis Barang Jumlah - Kurang | Rusak |
Baik Berat
1 Tanah 4 v |
2 | Gedung dan B o |
Bangunan
3 | Kendaraan roda 4 27 S
3 Kendaraan roda 2 19 ¥
3 | Personal Komputer 162
& | Laptop 60 v
7 | Notebook 15 <
8 | Air Conditioning 58 ¥
9 | Printer 162 v
10 | Scanner 27 v
11 | Server B
12 | Router &1 v
13 | Peralatan jaringan 2 v
lain
14 | Wireless 1T - >
15 | Megja 121 v
16 | Kursi 316 v
17 | Lemari 26 7
18 | Rak 6 71 |

Aset vang dikelols BPEAD Provinsi Sumatera Selaton Per Mei 2025

Sumber Data - Dokumen Rencans Sirategis (Rensia) BFYAD Provnsi Sunatera Setalen Tahun J025-2020
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1.8,

Sumber Daya Keuangan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan sumber pendanaan yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk setiap
tahunnya. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan
Nomeor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dan kemudian dijabarkan melalui Peraturan
Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, maka BPKAD Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan alokasi
anggaran sebesar Rp3 B83.838.186169.00 dengan realisasi anggaran
mencapai Rp3.185.487.708.028 30 atau mencapai 82,02% dan total alokasi
anggaran tahun 2025 dengan realisasi fistkk mencapai 96%. Dar total
anggaran tersebut, alokasi terbesar adalah untuk Belanja Transfer yang
mencapai Rp3.118.456.750.251,30 atau mencapai B82.64% dari total
anggaran. Jika dilhat dari kelompok belanja, maka realisasi anggaran
terendah adalah untuk Belanja Tidak Terduga yang hanya sebesar
Rp33.448 110,00 atau hanya 0,11%. Rendahnya realisasi Belanja hdak
Terduga karena pada tahun 2025 tidak ada kebutuhan penggunaan anggaran
tersebut.

Alokasi anggaran pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan berfokus pada
pelaksanaan perencanaan, penyusunan, pengendalian dan evaluasi serla
pengelolaan Barang Milikk Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah.
Selain itu, BPKAD juga mempunyai fungsi sebagai PPKD Adapun Total
Belanja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 selaku OPD sebesar Rp81.075.071.977.00 sedangkan
BPKAD selaku PPKD dengan anggaran sebesar Rp3.883.839,188.169,00
sehingga total anggaran Belanja BPKAD Provingi Sumatera Selatan sebesar
Rp3.883.839.186.168,00.

Adapun nncian alokasi anggaran dan realisasi anggaran pada BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025 sebagai berikut:
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Tabel 1.3. Alokasi dan Realsasi APBD Tahun Anggaran 2025
pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Meuangan (%} Fiak 4]
Pragu T .
Liaan Raaimasi agetdi | Reafieas | Taget | Rosisas
Anggaran(Rip) PUBERW | “Row | o | sncns | asuien
Tianun ini Tahun ri
(=32
(1 @ 12 @ | Soq| ® | @
Total Belang@ 3.BB3.839.186.165,00 3.1“?.7%!.3@_ 100 B2,0E% 100 96%
Belawia Opeicai 75,520 161,558,00 BZB36 84341100, 100 Bze0 | 100
| Betanja Modsl 5 154 B90.418,00 406066625600 100 | 7877 | 100
Erlﬂﬂrﬂ“ﬂﬁ 28 144.517.180,00 3344811000, 100 a,11 100
Belana 4773610.507.012,00 | 311845675028130| 100 | 8264
Tramsfer | 100
Tabel 1.4 Dukungan Anggaran Tahun Anggaran 2025
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
| AN
ANGGARAN
U RALAN Mesamimire i PERKADA KE | ]Hnun.ml::‘ APED TA,
1  — ] 4
BELANJA BPKAD SELAKU DPD
BELAN.JA GPERASI 73.840.709.840,00 76.820.181.869.00 75.020.181,989,00
Belore Pegmeal 27.341 026.000,00 27085285 951 00 2% BS54 288.000,00
Beiania Bamng dan Jasa 6 45 BA3. 540,00 4% B34 396 508,00 510 0085 893, 559,00
Baleria Bunga 000 000 0,00
BELANJA MODAL 15045 590.418,00 B.154.090.418,00 £.154.090.418,00
Salsria Modal Paraiatan dan Mesin 8 459 BO0 418,00 3 006.490.418 00 2540, AE0.418,00
Fialania WMOad Geding dan Sanguran 25 350 DN 00000 1 455 745,835 00 1560 T458308, 00
Bekarga Modat Asat Lainma 250 000 000 00 645254 365,00 B 2854 388
JUMLAM BPKAD MURMI 10€.910.600 358,00 B1.075.071.877,00 1OTEOTIANTT 0
BPKAD SELAKL PPKD
BELANJA TIDAK TERDUGA | 50.000.000.000,00 26.000,000.000,00 29.144.517.180.00
Bl itk Terduga | =0.000.000.000,00 25 000,000 001,00 29.144.517,100.00
BELANJ& TRANSFER | 3.361.338.855.289.00 AFITLM AT FITIEDG97.012,.00
Relangs Fagl Hasd 1627156555 04000 | 1HI7OROIII0Z00 | 2040080 940.977.00
Bl Beskany Keurgea 1734 167 FREASOO0 | 1734 1HZISAISO00 | 1726538656635 00
JUMLAH PPKD 3.411.338.855 285 00 A ISEITLINITA00 1A02.TE4.114. 192,00
TOTAL BELANJA BPRAD 3520243 455.667.00 | 3477730338000 | 3.583.539.186.159.00

Sumber Dala ; Ringkasan DFPA dan DPA Perubahan BPKAD TA, 2025
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1.8,

Pada Penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025, terdapat
Pengurangan Belanja pada sub kegiatan antara lain .

a. Mengurangi Belanja Penalanan Dinas di seluruh sub kegiatan semula
Rp7.096.047.050,00 menjadi Rp3.548.023.525.00 berkurang
Rp 3,548,023 525.00 atau 50 %,

b. Belanja Modal semula Rp35.069.880.418,00 menjadi Rp5.154 890.418,00
barkurang Rp29.915.000.000 atau 85,3 % antara lain :

1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya semula Rp24 63000000000 menjadi
Rp1.099.745 635,00 berkurang Rp23.530.254 365,00 atau 95 53%;

2) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan tidak dianggarkan, semula dianggarkan
sebesar Rp800.000.000,00;

3) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel semula Rp2.200,000.000,00 menjadi
Rp200.000.000,00 berkurang Rp2.000.000.000,00 atau 80,81%

Hal tersebut di atas berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
1 Tahun 2025 tanggal 22 Januar 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran
Menteri Dalam Neger Nomor 900/833/5J tanggal 23 Februari 2025 tentang
Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomar
800.1. 1/018/BPKAD/2025 tanggal 28 Februari 2025 tentang Pembertahuan
Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Permasalahan Utama

Tantangan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD
tentunya adalah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam pengelolaan keuangan dibutuhkan tenaga/pegawal yang memahami
dengn baik pengelolaan keuangan daerah terutama terkait regulasi dan
peraturan yang berlaku, sementara terkait dengan aset permasalahan terkait
pendataan asel, pengamanan aset dan proses legalitas aset daerah masih
menjadi tantangan.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, dapat dilihat dari tabel berikut ini :
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Tabel 1.5. Permasalahan Utama

Ha. Masalah Pokok Masalah Akar Masslnls
L Crpiny BFR fechisglag |1.] Belum  Optimalnys Kualitesedd, 1.0 Kummgnys S0M yeng memnble kompeienn dan
Lsparan Kousrignn Pongeiolann keussignn daerah pemahamnn YR rnemesdm meEngen
Pomireinb Dasrnb pengdioiann  Keuangan. iermasul dalam ol

2. | Beium Opimoinya | 4.1 Delem optimalnys proyelcsaiss |2.0,1 Belsm Gpalmalnye Pemeliborann, Pengasesan,
Pengelclaon Merang permasslnhnn Al dan Pengamanan Bk D
Milik Dwersh

PENYUEMINAN ANERATAR, pengelclnan  aset, dan
pelaporir ke smgan

1.1.2 Adamyi  Eorekni tethadnp  APRBD  Pemenmtah
Prandrial  Bumalerms Sédlatan delam Fealdues
Mepier Dalam  Neged weperti  Permenuhan
Helanja Mandobry Spersding. Pravelsl wrhadap
SILPA AFBRO

1.1.3 Hepnabuhen dalam proses peeemmmmmn snggarsm
dengan  menyepakeis  pembahaasn snggacsn
sz jeclvwnl Peniyismmman APED

114 Dwlisi Peayueiin Laphran Belns s, b gal
ergantung  pengeloln  keunngan  dl  OFD,
LENIREEA e Ty T ke ke clalam
PEAFElESALAN YL

1.2 Perubahén Ropahnsi dari|1.2.1 Pemenntah minaily feras melakukan
Pemernintal Pusalf Provins pEnFEmpurnaan paraiuean pecwncdkagandee pan
tenimng pengelelann keusngan don st dearnh
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Isu strategis pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan lugas pokok dan fungsinya adalah
sebagai berikut;

i

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemenntah Daerah.

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD
sebagai perangkat daerah. Oleh karena itu, kemitmen bersama adalah hal
yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya. Penilaian
WTP merupakan wujud dar integritas birokrasi dalam pengelolaan
keuangan daerah secara transparan dan akuntabel.

Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan
Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah
dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti
Pemenuhan alokasi belanja Mandafory Spending dengan menyusun
perencanaan anggaran yang tepat sesuai dengan analisis kebutuhan yang
mempertimbangkan perspeklif gender.
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3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

Tujuan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara garis besar adalah
untuk memastikan aset negara digunakan secara efektif, efisien dan
akuntabel demi kepentingan publik. Tetapi dalam prakteknya, banyak
permasalahan yang dihadapi oleh daerah dalam pengelolaan asel daerah
dalarm upaya untuk meningkatkan nilai dan manfaat aset, khususnya bagi
pendapatan daerah.

Tabel 1.6
Isu Strategis BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
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110 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam merumuskan sirategl apa yang akan ditempuh oleh Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka periu
dilakukan Analisa SWOT terhadap beberapa poin strategis yang berkaitan
dengan faktor internal berupa Strength (Kekuatan) dan Woeakness
(Kelemahan), serta faktor eksternal berupa Opportunity (Peluang) dan Treath

(Ancaman)
a. Strenght (Kekuatan)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam memperiahankan Opini Wajar
Tanpa Pengecualan (WTP) atas Laporan Keuangan;

2. Memiliki posisi strategis sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang antara lain melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah
Provinsi Sumatara Selatan, sebagal Pejabat Penatausahaan Barang
Milik Daerah, serta sebagai wakil Pemerintah Pusat yang melakukan
evaluasi terhadap Raperda tentang APBD/Perubahan APED dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota serta
Raper KDH tentang Pejabaran APBD/Perubahan APBD dan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan AFBD Kabupaten/Kota;
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3. Memiliki posisi strategis antara lain melaksanakan koordinasi

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, seria
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan
Gubermur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD,

. Memiliki Sumber Daya Manusia (SOM) yang cukup memadai dengan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan cukup tinggi
{mayoritas pegawai lulusan 51 dan S52).

Weakness (kelemahan)

1.

Masih adanya koreksi terhadap APBD dalam Evaluasi Menteri Dalam
Megen atas Rancangan APBD Provinsi Sumatera Selatan terkait
Femenuhan Belanja Mandalory Spending.

Belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai yaitu Gedung
yang represeniafive, dilengkapi dengan ruang rapat dan tempat
penyimpanan dokumen yang memadal, serla parkir yang bisa
mengakomodir kendaraan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

. Belum optimainya kesempatan peningkatan pendidikan formal/informal

yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan aset daerah,
ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi,

. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan
fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan,

Opportunity (peluang)

1.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah NMomor 12 Tahun 20138

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai

fungsi strategis dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;

Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan
lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan kepada
seluruh  Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan terkait dengan pengeloclaan keuangan dan aset
daerah;

Perkembangan teknologi dan sistem informasi yang begitu pesat
sebagai salah satu fools untuk menunjang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik;
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4. Pembangunan Predikat Zona Integritas (Z1) menuju WBK dan WBBM
merupakan bentuk komitmen yang kual dalam menjalankan Reformasi
Birokrasi yang nyata dari seluruh jajaran.

d. Treath {Ancaman)

1. Peraturan

perundang-undanganiregulasi  yang  diterbitkan

oleh

Pemerintah Pusat pada tahun anggaran berjalan sehingga menyulitkan
dalam implementasi;

2. Pengakuan dari masyarakal terhadap aset milik pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan secara barpihak.

Berdasarkan kondisi internal dan ekstermnal sebagaimana diatas, maka
dapat disusun strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan untuk menunjang proses pengelolaan keuangan dan aset
dengan merujuk pada Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya sebagai

berikut :
Tabel 1.7
Rumusan Strategi Renstra BPKAD Tahun 2025-2029
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Untuk mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 serta tujuan dan sasaran
BPKAD, setiap tahunnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan
penjabaran dan dokumen Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan periode
2025-2029, Berdasarkan dokumen Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025, untuk mewujudkan wisi, misi, tujuan dan sasaran tersebut,
BPKALD memiliki 3 (tiga) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Ketiga program tersebut didukung oleh 13 (tiga belas) Kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

M

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntahan
Daerah

oo

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

% Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

10. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

11. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
12. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Pengelolaan Barang Milik Daerah

Adapun Strategi dan Arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:
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Tabel 1.8

Strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan
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1.11. Sistematika Penyajian

Laporan

Kinarja Instansi Pemerintah (LKjIP) Triwulan IV TA 2025 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagal berikut

BAB |

BAB 11

BAB Il

BAE IV

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang penjelasan umum organisasi, dengan
penakanan kepada aspek strategis organisasi serla permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi,

PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan lentang nngkasan/ikhtisar perjanjian kinerja
tahun yang bersangkutan.

AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini menguraikan tentang capaian kineria organisasi dan realisasi
anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk
mewujudkan kinena organisasi sesual  dengan  dokumen
Perjanjian Kinerja.

PENUTUP

Bab ini menguraikan fentang kesimpulan umum atas capaian kinerja
organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya,
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BAB 1l
PERENCANAAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berdasarkan
Peraturan Fresiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instans| Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua
instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinera Instansi Pemerintah (LKjIP)
sebagai bagian integral dari siklus Akuntabiltas Kinera Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
Nomer 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemernntah (LAKIP).

Esensi dan sistem AKIP bagi Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah
Provinsi Sumatera Selatan adalah perwujudan dar  implementasi  sistem
pengendalian manajemen sekior publk dalam kegiatan. Sistem pengendalian ini
merupakan infrastruktur bagi manajemen Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk memastikan bahwa sasaran sebagaimana
yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan dokumen Rencana Strategis
(RENSTRA) serta Rencana Kerja (RENJA) dapat dipenuhi. Atas dasar tersebut,
siklus sistem AKIFP diawali dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan
dan Asel Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun berdasarkan Sasaran
Strategis dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan sebagai unsur penunjang Pemernntah dibidang Keuangan dan Aset
Daerah, perlu menyusun Rencana Strategis sebagal pedoman sesuail tugas
pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pengelolaan keuangan dan asel daerah, yang mempunyai fungsi perumusan
kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembenan
dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan asel daerah dan pelaksanaan fugas lainnya dibenkan oleh
Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis merupakan analisis dan pengambilan keputusan
strategis tentang masa depan setiap satuan kerja untuk menempatkan
dirinya pada masa yang akan datang. Penyusunan rencana strategis
organisasi yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun
waktu tertentu dengan memperhitungkan potensi, peluang dan tantangan
yang ada atau mungkin terjadi. Analisis terhadap lingkungan organisasi
baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting
dalam memperhitungkan kekuatan (sfrengths), kelemahan (weakness),
peluang (opporfunities), dan tantangan/kendala (threats). Analisis
terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi
perwujudan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
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Feran perencanaan menjadi lebih penting terutama setelah
dikeluarkannya Undang-Undang MNomor 23 tahun 2014 tfentang
FPemerintah Daerah, bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah
diselengarakan oleh pemerintah daerah yang disusun berdasarkan jangka
waktu, meliputi; {1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh} tahun, yang memuat visi-misi,
dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasicnal,
(2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk
Jangka waktu 5 (lima) tahun, merupakan penjabaran dar visi-misi, dan
pregram Kepala Daerah yang berpedoman kepada RPJPD dengan
memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD memuat kebijakan keuangan
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) dan program kewilayahan disertai dengan Rencana Kerja dalam
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, (3),
Fencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1
(satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dilakukan dengan
mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana
kerja Pemerintah.

Fungsi Renstra (Rencana Strategis) : a) memudahkan melakukan
kentrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan
datang, b) dapat mengukur oufcome (hasil) yang harus dicapai, c) dapat
dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan
hasil yang akan dicapal dan sebagal alat untuk mengukur kemajuan
pelaksanaan tugas. d) menjadi alat/media untuk berkoordinasi dengan
pihak lain, &) mempemudah pencapain target, strategis dan penggunaan
sumber daya.

Peraturan Daerah Provingi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomaor 26 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 68
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
sebagai perangkat daerah, Badan Pengeiola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan wajib menyusun dokumen Rencana Strategis
yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2022 sebagal upaya
perencanaan strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah
Provinsi Sumatrera Selatan Tahun 2025-2029 secara khusus terkait
dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi
kewenangan dan tugas fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Asef
Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan
arah dan pedoman bagl Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah diletapkan secara berkesinambungan dalam rangka
mendukung terwujudnya visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan sesual tugas
dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029
sebagal berikut

b. Menetapkan strategl dan kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan
sesual dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

¢. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera dalam upaya meningkatkan kualitas dan menentukan
prioritas dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga tujuan
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapal tercapai,

d. Sebagai sarana pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi
dengan instansi terkail, monitoring, analisis dan evaluasi kegiatan baik
secara internal maupun ekstarnal;

e. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan sebagai leading secfor perwujudan tata kelola keuangan dan aset
daerah, tentunya harus dapat menjadi penggerak utama untuk Perangkat
Daerah lainnya dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Dengan tata kelola keuangan dan aset daerah yang baik pada Perangkat
Daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh
karena iu, tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapal oleh
BPKAD untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan amanal dan peraturan
perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan serta bertujuan untuk mewujudkan tata
kelola keuangan yang berkualitas melalui:

« Amanat Hukum: Menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kera
{Renja) tahunan.

« Kualitas Pengelolaan: Meningkatkan kualitas laporan keuangan guna
memperiahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

« Optimalisasi Aset: Meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah (BMD)
secara profesional dan tertib administrasi.

41




2.2.

Visi, Misi dan |su Strategis

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera
Sefatan 2025-2028% mencakup beberapa aspek penting dalam rangka
mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai
dalam 5 (lima) tahun mendatang. Diharapkan Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan yang maju ekonominya, berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang
berakar pada budaya Nusantara. Sumatera Selatan menjadi provinsi berdaya
saing, tangguh, inovatif dan adil. Sumatera Selatan sebagai provinsi yang
berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan,
pertumbuhan ekonomi tinggl seimbang dengan pembangunan sosial,
berkelanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata
kelola yang baik. Untuk itu, Visi Sumatera Selatan 2025-2028 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA™
a. Visi

Penjelasan visi pembangunan Sumatera Selatan tahun 2025-202%
sebagai berikut:
Sumsel memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di
bagian Selatan pulau Sumatera, |bukota Pemernntahan Provinsi Sumatera
Selatan berada di kota Palembang, dan pada akhir tahun 2023 penduduk
provinsi ini berjumiah 8.888.913 jiwa. Secara geografis, Sumatera Selatan
berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara, Provinsi Kepulauan
Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di selatan dan Provinsi
Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan merupakan fempat pusat Kerajaan
Sriwijaya pada abad ke-7 hingga akhir abad ke-14, memiliki luas 9,1 juta
hektar atau 4.7 persen dari total luas daratan,

Maju bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju
kemajuan pembangunan suatu masyarakal atau daerah kabupaten/kota.
Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik
untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kola yang ada di
Sumatera Selatan. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat
pada |bukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan dan
keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kera
sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk
kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup
yang berkelanjutan.

Terus bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak
berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan
memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Keberlanjutan
metibatkan tiga dimensi utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dalam dimensi sosial, keberlanjutan berarti mampu menciptakan
masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya. Dimensi ekonomi mengacu
pada kemampuan untuk menciptakan periumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, dan dimensi
lingkungan berfokus pada periindungan dan pengeiolaan sumber daya
alam yang ada.
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Semua mengandung arti keadaan atau kondig| seluruh/segenap/sekalian
lapizan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dar
kemajuan pambangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan
atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan
adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil
ketimpangan antar wilayah,

Implementasi Visi Sumatera Selatan memerlukan kerjasama antara
pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Partisipasi aktilf masyarakat,
koordinasi yang baik, serta pengawasan yang efektif juga diperiukan untuk
memastikan implementasi yang berhasil dan berkelanjutan. Dengan
upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat
tercapal dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat
Sumatera Selatan secara menyealuruh.

. Misi

Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagal berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat,
cerdas, inovalif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban
melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
sumber daya manusia yang berdaya saing.

2. Mewujudkan ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan
berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan
untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat

3. Mewujudkan keterkaitan (mexus) yang kuat antara ketahanan pangan,

ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasai
perubahan klim.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktiur yang terintegrasi antar
kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitaz dan ramah
lingkungan.

5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan Kerja seria
periindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang

baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.

7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat
yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.
Merujuk pada misi diatas, dapat dilihat bahwa misi yang terkait
dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akan didukung oleh
BPKAD Provinsi Sumatera Selatan adalah Misi ke 6.
Penerjemanan visi dan misi daerah tersebut menjadi tujuan dan
sasaran pembangunan daerah ftahun 2025-2029, dimana tujuan
pembangunan daerah Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan dalam
lima tahun ke depan adalah :
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2.3.

Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah

Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan
Kedaulatan Air

Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan

Meningkatnya Kualitas Konektivitas Daerah

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Masyarakat
Meningkatnya Pengelolaan Bencana

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
. Teruwjudnya Tata Kelola Pemerintahan

10, Terwujudnya Stabilitas Sosial

L L

Berdasarkan pada wisi, misi di afas, maka isu sirategis pelayanan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa
Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |
Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan seluruh SKPD
sebagai perangkat dasrah. Oleh karena it, komitmen bersama adalah hal
yang sangat penting dan mendasar dalam mewujudkannya.

2 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah vyang Transparan dan
Akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.
Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah
dan terbuka dalam menyediakan informasi keuangan kepada publik seperti
Pemenuhan alokasi belanja Mandalory Spending dengan menyusun
perencanaan anggaran yang lepal sesuai dengan analisis kebutuhan yang
mempertimbangkan perspektif gender.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan
mengoptimalkan penyelesaian permasalahan aset.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

Berdasarkan arah kebijakan pemenintah daerah yang telah dituangkan
dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD}
Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun
2025-2029 maka sesuai dengan tugas dan fungsinya BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan mempunyai fokus untuk peningkatan pengelolaan
keuangan dan aset daerah melalui upaya
« Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi melalui implemantasi sistem
informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang terintegrasi  untuk
akuntabilitas data sebagi bentuk upaya digitalisasi pengelolaan keuangan
dan aset daerah.

» Meningkatkan kemandirian Fiskal, ferutama melalui upaya optimalisasi
pendapatan daerah, pemanfaatan aset daerah serta melakukan
koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terkait dana transfer,

44



« DMelaksanakan upaya secara ferus menerus dalam penertiban aset
daerah, termasuk melakukan pengamanan aset daerah melalui sertifikasi
tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

FPenetapan tujuan dan sasaran siralegis penyelenggaraan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran
tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan
dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama {IKU) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD

Adapun Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempedomani Lampiran Instruksi
Menteni Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yang Transparan dan Akuntabel”

Tujuan tersebut merupakan salah satu wujud nyata Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk berkomitmen
dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
Transparan dan Akuntabel guna menghindan Kkurangnya kepercayaan
masyarakat yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan dan aset yang tidak
transparan dan akuntabel. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah yang Transparan dan Akuntabel akan berdampak pada Laporan
keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya, informasl keuangan
menjadi lebih transparan dan dapat diakses oleh publik, pengendalian intemal
menjadi lebih efeklif dalam mengelola keuangan daerah, rnsiko keuangan
seperti penyalahgunaan dana dan kesalahan pengelolaan keuangan dapat
diminimalkan,

Sasaran adalah penjabaran dari tWwjuan merupakan hasil yang
diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan
rasional.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029 BPKAD Prov. Sumsel sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemernntah Provinsi Sumalera Selatan
Tahun 2025-2020
Misi RPIMD Tujuan RPJMD | Sasaran RPJMD | indikator Sasaran oPD
MISI 8  Meringkatkan | Terwujudnys Tata | Meningkatnys Opini BPK
pafyelengaraan 1ata keipla | Heloia Ki:alias dan
pemecintahan  yang  bak Pamerintshan Kapabiitas
berbasis  digial  menuu Birokras!
pelayanan  publik  yang |
barkualitas |
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Tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan terkait langsung dengan tujuan Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Selatan yailu "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan” dengan
sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kapabilitas Birokrasi® dan indikator
sasaran "Opini BPK", Sesuail dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan
Nomaor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera
Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
sumatera Selatan.

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kundi (IKK) Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2029

flame ime Target Tadhin |
Indikmie Salamm
0 035 | Mo M7 s 3030 l 3
| 3 # 3 6 | 7 4 ] I l I
I |11 Prrserine T g [ o o
Dukumen  Dokumen  APED
yarg Tegnl  Wikiu  sewasl| PeTED s N 1 (M1 L0, 10 | 0% WA
Femturan Perurdangnn
1.2 Perwerinse Heaioosl Anggsiai ) | ]
Helana  Lrusan Wall| pppwn | mi7em | 100w 1% 100 1DMr%: L00% 1%
Feluvafimn dicoil
|_ﬂ E‘:Im Ir':mﬁn I&r-m.‘ —_— * ¥ ¥ 3 ¥ ¥
Reghigasd  belonjn  terhadeg =
Belonjs  foal  dedam  APBDY Poie e AETH | % b i ] B 1] I ]
dengmn ning 5 ad |
| |
7 13,1 Permnins Praasbahan Mial| Permen | I [ I I 1
Aact Tetmp 21 | 2 | RaEw | AW [ 220% | 2% | 22%

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah oleh BPKAD, penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan opini audit tertinggi yang
diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD). Melalui penilaian laporan keuangan WTP ini
diartikan bahwa laporan keuangan dianggap telah menyajikan secara wajar
semua hal yang material, mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, hingga arus
kas, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan menunjukkan
bahwa pengelolaan keuangan telah mematuhi peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif.




Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN BASEIHE TARGET KINERJA TUJUAN/BASARAN PADA
SASARAN . INDIKATOR TAHUN KE KONDIS
RPIMD YANG |TUJUAN BPKAD) BASARAN BPKAD | ovi JUAN/SASARAN AKHIR
RELEVAN 203 M5 203a | 2027 | HIE | WX [ 2030
Im._.c..:...__._:ﬁ_._,_m .m.nﬂﬂ.__.:n_uu.m Opini BPK atas Laporan
Tata Kelcla Peningkatan Kersngen WTP WTP WTP | WTP | WTP | WTP | WTP WTP
Pemerintahan | Pengrelolaan - Persentase Penetapen
yaing baik Keuangan dan Dokumen APBD vang
Aset Daerah Tepat Waktu sesua
yang 1, Meningkatnva Persturan 100% 10080 | 100% | 1009 | 100% | 100% | 100% | 100%
Transparan dan Kualitas Perundangan.
Alcuntabe] Pengelolaan
Eeusngan Daerah
- Deviasi realisasi
belanja terhadap
belanja total dalami oa7ec | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
APBD { Budget
Exerimion )
2 Meningkatnya | - Indeks wﬂ._nnimﬂ: 2, 13% 2155 | 2,18% | 2,19% | 2,200 1 2,21%: | 2,22%: | 2,20
Kualitas Azet
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

Sumber Data - Rencans Stratega (Rensira) BPKAD Provinel Sumasbers Selatar Takun 2025-2029
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24. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Fenanjian Kinerja pada dasamya merupakan kontrak kinena yang
telah diperjanjikan antara pemberi amanah dengan penerima amanah salama
salu tahun dengan kinerja yang lerukur dan dapat dicapai, maka target
kinerja yang dijanjikan harus berkualitas oulcome selain oufput dan harus ada
saling keterkaitan dar tahun-tahun sebelumnya sehingga tenwujud
kesinambungan kinera sefiap tahunnya. Perjanjian Kinerja (PK) Badan
FPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BFPKAD) Provinsi Sumatera
Selatan merupakan dokumen kesepakatan formal antara pimpinan Instansi
dan pejabat yang bertanggung jawab atas pencapaian target Kinerja dalam
satu tahun anggaran.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah -

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi
amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan
kinerja aparatur.

Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagal dasar pembenan penghargaan dan
sanksi.

4, Sebagal dasar bag pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinera panerma
amanah.

5, Sebagai dasar dalam penetapan SKP

Perjanjian Kinarja berfungsi sebagai instrumen komitmen yang
mengikat untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai perencanaan dan
menjadi dasar evaluasi serta pertanggungjawaban kinerja. Perjanjian Kinenja
ini disusun untuk mewujudkan manajemen kinerja yang efektif, transparan,
dan akuntabel. Sebagai bentuk sinkronisasi, maka untuk tahun 2025
penyusunan Peranjian Kinerja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah
mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan periode 2025 — 2029,

Dalam mewujudkan manajemen pemenntahan yang efektf, efisien,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah
melakukan penandatanganan Perjanjian Kinera (PK) dengan Gubermnur untuk
mewujudkan Target Kinerja dimaksud.

Secara umum, perjanjian ini memuat target kinerja tahunan yang
didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU), yang ditetapkan melalu
Keputusan Gubemnur Sumatera Selatan dengan fokus kinerjanya meliputi:
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Pengelolaan Keuangan Daerah: Termasuk program penunjang urusan
pemerintahan dan implementasi sistem informasi keuangan daerah.

Pangelclaan Aset (Barang Milik Daerah): Melipuli perencanaan,
penggunaan, penatausahaan, hingga penghapusan dan pemusnahan
barang milik daerah.

Akuntabilitas Kinerja: Target untuk mencapal predikat akuntabilitas
instansi pemerintah tertentu (karget WTP)

Tabel 2.4

PERJAMNIIAN KINER.IA TAHUN 2025
BADAN PENGELOLA KELANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sasaran Stataqs indikator Knena Tamat
.| Tata Kelcia Keuangan dan Aset |- Penstapan APBD | Tepat Waktn
Daerah yang berkualitas - Dpim BPE WTR

Tabel 2.5 Perubahan Perjanjian Kinera Tahun 2025

Tuguan/Sasaran Strategis Indikaior Kinerja Satmn | Tamet
] il H) o
Tuguan
- Terajudrya Pemrgkatan| - Opin Baden  Pemerksa| Opini | \Wajsr Tanpa
Pergelolaan Feuangan dan  Asal Keusngan (BPK) atas Laporan | Pengacuaiian
Dasrah  yarg Transparan  dan Keuangan
Akurtabal
Sasaran Strakegis
- Manngkatnya Kualitas Pengelolaan | - Persenizse Penetapan Dokumen| % 100
Keuangan Daerah A&PBD yang Tepal Waktu sesual
Peraturan Perundangan
. Devasi FRealisasi Bemnal % 5
i terfmdap Belrig Total dalam!
APBD (Budgat Execution |
- Meningkatys Kusitas Pergelolaan | - Ideks Pengelizan Assd ks 2,15
Barang Mifk Danrah (Baik]

Sismber Data ; Dokumen Rencana Stralegls (Ransina) BPEAD Provins: Sumnaters Sefatan Takrun 20257039
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan telah menyesuaikan Perjanjian Kinerja menyesuaikan dengan
indikator RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029,

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka pada tahun
2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan telah melakukan 1 (satu) program rutin dengan 8 (delapan) kegiatan
serta 2 (dua) program reguler uniuk menunjang bidang keuangan dan aset
melalui 8§ (enam) kegiatan yang dibiayai melalui Perubahan APBD Provinsi
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.883.839.186.169,00
{Tiga tniliun delapan ralus delapan puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh
sembilan juta seratus enam puluh sembilan rupiah), yang diuraikan pada
tabel 2.5 sebagai berikut:
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Tabel 2.6

Program/Kegiatan, Indikator Kinerja dan Anggaran BPKAD

Penuniang Urusan

Daerah

Pemerintahan jurusan pemerntaban daerah yang dilakukan

pemeliharaan

ProgramyEeglfatan/ Indikator Kineda Program,/Kegiatan/Sub Target Pagu Perubahan
Sub Kegiatan Kegiatan (Outeome) BN | s | Pagu Induk Ta. 2025 {Re) TA. 2025 (Rp)
2 T = ) = 7 i =y =
PROGRAM PENUNIANG URUSAN Persentasa Pemenuhan Layanan Minerjs
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI Perangkat Daerah %o 100 87.736.546.418,00 63.122.418.869,00
~|i [Perencansan, Penganggaran,  dan|Persentase eledcLirmaan Perencanaan,| % 100 2.820.000.000,00 3.234.047.051,00
Evaluasi Kinerja Perangiat Dasrah Panganggaran, dan Evaluss| Kinsris Perancgkat
Daemhb yang disusun sesual peraturan
W [Administasl  Xeuangan  Perangkat|Persentase Dokumen Administasl Keuangan| % 100 29.419.626.000,00 26.576.646.000,00
Dasrah Perangkat Deergh  yang  tersusun  sesunl
dengan peraturan
& |Adminéstrasi Barang Milk Daerah pads Persentase dokumen administras barang millk] 9% 100 | 345.393 000,00 1.607,369,500,00
Peranghat Daerah daerah pada pemnakal dasrah yang terpenuhi
v |Administrasi Kepegawaian Perangkat Persentase layanan administras kepegawaian| S 100 1.890.250.000,00 ©2.337.250.000,00
Daerah ‘perangkat  daerah  yang  dedwail  dengan
permturan
v |Administrasi Umum Perangkat Deerah  |Persentase terpenuhinva layanan administrasi| 9% L0 14.939,690.4 18,00 13.312.6%90.758,00
umum pEranglkat daemah dengan baik
v |[Pengactaan  Barang  Millk  Daerah|Persentase Pangadaan Pengadaan Barang Mk, 96 100 27.630.000.000,00 1.659.745.635,00
Penurnjang Urusan Pemerinmhan Daerah Penunjang Unusan Pemedntah Daderah
Dasrah yang sesual dengan kebutuhan
wil |Penyedissn Jass Perunjang  Urusan|Persentase Tersedianya  jass  penunjang % 100 5.548.537.000,00 - 4.726.337.000,00
Pemearintahan Dasrah wusan pemerntahan dasrah sesual dengsn
Egbutuhan pemngkat dasrmh
viii |[Pemeliharasn  Barang Milk Daerah|Persentase barang millk daerah perumjang) % 100 4,143 050.000,00 7.716.130.925,00

0 |




keglatan [Outooma)

Indikator Kineris Frogram) Kegiatan/Sut _ Sttt

Pagu Induk Ta. 2025 (Rp)

Pagu Perubahan
TA. 2025 {Rp)

L

¥

= I TN S S I, R

Kelola Anggaran, Tata Kelola
Perbendaharaan dan Tata Kelola
Akuntansi dan Pelaporan

100 | 3.423.343.235.290,00

3.814.608.754.192,00

Persentase Belanja Pegawal di Luar Turjangan |

Gy yang Dialokasikan melalul THD

15.95%

Persantass Alokesi Belanjs Infrastrukiur

35,60% _

Persantace Penurunan SILPA

F| F|F|F

h_m__”___n._

Persentase Laporan Keuangan Tepat Walktu

100%

Koordinas: dan Pemyusunan Bencana
Anggaran Daserah

Perseniase Tersusunnya Dioéumen

Parencanaan  Anggaran  dasrah  dalam

pemenuhan belarja daerah
Pamarintahan wajib dan urusan pamerintahan

pélihan serta belania Mandatory spending

|
Lnisan |

=

100 . [R5 000,000,080

Pambinaan  Pengelolasn  Keuwangan
Daerah Kabupaten/Kota

Pagrsentase pemenntah daemhb kabupatenfkoka
yvang dibina pengelolaan keuangannya

100

Koordinasi dan
Perbendaharaan Daerah

Pengelolaan

Persontose Koordnas: dan Pengelolpon Kas
Daesrah, Pergeiolaan Dana  Perimbangan
=ecara  Akuntabel efektf dan efisien serta
berbass digitalisas

100 1,755.250.000,00

2.220.0000000,00

F.016.500.000,00

1.740.450.000,00

1.728.125.000,00

Eoordings dan Pelaksanasn Akuntansi
dan Pelaporan Eeuanoan Daesah

Porsentass  Todaksananya Eoordinasi  dan
Peloksanpan  Akuntonsi  dan  Pelagoran
Keuangan Daerah vang tepat wakty dan sesual
dengan S4P, dan Eetepatan Wakiu Dalam
Penobapan  Perda tontarg  Pelaksanaan
Partanggung fawaban APBD

100

Penunfang  Unman  Kewenangan
Pengelolaan Keuangan Baerah

Porsantase pemenuhan layanan  penunjang

uri=an kewenangan Pengelolaan keuangan
dazrah

100 1,411,918, 855 299,00

1,844, 130000, 00

1.359.565.000,00

3.802.764.114.192,00 |




Program,/ Fegistan/ Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Target Pagu Perubahan
o Sub Kegiatan Keglatan (Cutcome) SARUN | s | P Induk Ta, 2025 (Pp) Th. 2025 (Rp)
I of ¥ .- 5 s &
11 |PROGRAM LOLAAN BARANG Meni Pengalolaa B
bl Pt i sctinpesml s b f % | 100 9.169.673.940,00 6.108.013.108,00
!
(Persentase Penambahan Milai Aset Tetap B 4%
Ascet Management Ya/Tidak| Ya
| —
Il |Pengelolaan Barang Milik Caerah Persentase Terwijudmya Dekumen| o 100 9.169.673,940,00 6.108.013,108,00
Perencanaan Kebutuhan BMD, Penatausahaan
“mIn_, Pemanfaatan dan Pemindatangan BMD,
[Inventansasl, Penertiban dan Laporan Belanja
__.__un_u_ vang Akuntabel
Jurmitah 3,520,249 455,657 .00 3:BB3.839.166.169,00

Sumber Digta . Ringkasan DPA dan DPA Perubahan BPRKAD Tahuh 2025
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2.5. HKeselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2025

Keselarasan dokumen perencanaan tahun 2025 bagi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan
merupakan upaya menjaga konsistensi antara target strategis daerah dengan
implementasi anggaran di tingkat perangkal daerah. Berikut adalah dasar
perfimbangan dalam penyelarasan dokumen perencanaan fahun 2025
tersebut:

a. Hierarki dan Alur Dokumen

Penyusunan dokumen tahun 2025 mengikuli alur yang terintegrasi untuk
mencegah ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi:

RKPD Tahun 2025 sebagai Penjabaran: Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) 2025 menjabarkan RKPD tersebut menjadi rencana
kena dan pendanaan tahunan,

Renja BPKAD Tahun 2025 : BPRAD menyusun Rencana Kefa (Renja)
sebagal dokumen operasional yang mengacu langsung pada REPD dan
Renstra BPKAD untuk memastikan program pengelolaan keuangan dan
aset selaras dengan prioritas daerah.

b. Fokus Keselarasan dalam Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan dokumen perencanaan, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
memprioritaskan sinkronisasi pada aspek-aspek berikut:

Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran untuk memastikan
program yang lertuang dalam RKPD tahun 2025 terakomodasi dalam
KUA-PPAS dan APBD 2025.

Perubahan RKPD jika terdapat ketdaksesuaan asumsi atau kebijakan
nasional baru, dilakukan penyusunan Perubahan RKPD 2025 yang
kemudian diikuti dengan Perubahan Renja BPKAD 2025,

Sinergitas antar wilayah dalam penyelarasan prioritas pembangunan
dilakukan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.

Tabel 2.7
Target dan Capaian IKU

; : : Target
No Indikator Kinena Capaian ; Renstra | Renja Parjanjian
| Utama Tahun 202 2025 - 2029 2025 Kinerja |
1. | Opini BPK
Terhadap Laporan
Keuangan WTP WTP WITP TR
. Pemerintah Daerah .




3.1

BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator
kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai
dengan sasaran dan tujuan yang dietapkan. Dalam rangka melakukan
evaluasi keberhasilan atas tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana
direncanakan dalam jangka menengah, maka Penilaian tingkat capaian
kinerja setiap sasaran strategis, dilakukan dengan menggunakan skala
pengukuran yang dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

Mo. | Rentang Capaian Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja

1. 81% < 100% Sangat Tingg
2 | 78%<90% Tinggi

3 B6% < 75% Sedang

4 51% < 65% Rendah _ |

s, < 50% Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor B6 Takun 2007

Penilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap capaian kineria Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui
analisis pengukuran dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025,

2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja tahun ini, dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
sirategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada)

5, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

55




6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis programfkegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian permyataan kinerja.
FPenilaian akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPRAD) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2025 diperoleh melalui
analisis pengukuran sebagai berikut

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Tabel 3.2
Capaian Kinerja BPKAD Tahun 2025

2025
N TLLFLIAMN RANHARAN IHCHE A TR KAT Rl
o BFEAD HPEAL TUJUAN SASARAN ]
TARGET | REALISAS!| CAPRIAN
L | Tervuguderm Opini BPE atas La
2 gL
WP
Feningiatan Keuangan
Prrgelolann
Keuangun dan Perseninse Penetnpun
Amet Daerah i 1Dﬂh'l-'lml E'I:J_t-f'ﬂﬂ yarg
L =ELa
VAR Meninghatiye b v - 100K 1P L0 Sike gt
Transparan | RKunlitns ey Tinggs
dan Alountabel | penaelolaan Perundangsn
Keupngan
Tansrady [evins realisan
e laryja terhadap e
helamjn total dalmm| 5% 537% | 94.63% ,H"E“"
AFBED | Bielgpest e
FRErnnen |
&
Meningkatonyn
Rumliins Inde ks Penge ol o E " Sangal
- 2,15%, 2 00 103, 360: :
Pengelolann Mail Tingp:
Blarang Milik
[heermh

Suenbar Data - Dokuman Perubanan Rencana Stadegie (Renstia) BPYAD Provine Sumabers Selaten Tahum 2025-202%. LRA
Linsucitad TA. 225

Berdasarkan tabel 3.2 Pencapalan Opini BPK atas Laporan
Keuangan, saat ini masih dalam proses penyusunan laporan keuangan
Adapun semua indikator darl sasaran Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk ke dalam kategori
“Sangat Tinggi" dengan capaian indikator kinera tertingg! dicapai pada
indikator kinerja Indeks Pengelolaan Aset sebesar 103,26%, Pada
Indikator Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu
sesuai Peraturan Perundangan mencapai 100% dan Indikator Deviasi
realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budgel Execution)
mencapai 94 63%. Target yang ingin dicapai pada fahun 2025 sama
seperti capaian target pada tahun 2024, yaitu memperoleh penilaian
Wajar Tanpa Pengecualian (WTF).
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Adapun target dan realisasi kinerja tahun 2025 akan diuraikan pada
masing-masing sasaran sebagai berikut

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
Indikator : Persentase Penelapan Dokumen APED yang Tepal

Wakiu sesuai Peraturan Perundangan.

Dalam prinsip penyusunan APBD, antara lain diuraikan bahwa
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD harus dilakukan tepat
wakiu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam
Bab Il butir A, 1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Lampiran Peraturan Menten Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan
Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Gubemur
(Pergub) tentang Penjabaran APBD merupakan dua instrumen hukum
utama dalam pengelolzan keuangan daerah.

Benkut pencapaian kinerja penyusunan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur mengenai APBD Tahun Anggaran 2025;

Tabel 3.3
Penetapan Dokumen APBD

Blaries Ve Sesnusi Pencagaian
nchiaier Plea Heakzas: At Pomor FergaFPergul
Perseriass Panempan Dokumen PBD
vang Tapst Waidy sesusi Perafuran
Penundeegan
Paiing Lari Penda ho. 3 Tahun 7095

19 Seplamisr terpgal 19 Septamber 20725
A |Pergsehan APBD TA, 2035 Ptmﬁ Fopal Viaki dan Pergss Pl 30 Tabum 2005

gl 10 Seplenter J025

Pema Mo & Tatwn 2025
pakng lameat tangga 31|

tanggal 30 Desember 2125 dan
b |APBDTA 2025 Clesamise fshun 2 Tepal Wakis Pergub N 49 Tabun 2025
: @nggal 1) Desember 2025
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Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, penyusunan Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2026 fepat wakiu
sesual dengan peraturan perundangan. Proses penyusunan APED pada
tahun anggaran 2025 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan siklus penyusunan AFBD.

Indikator: Deviasi realisasi belanja tethadap belanja fotal dalam APBD
(Budge! Execulion)

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka digunakan
perhitungan dengan menggunakan rumus.

Tabel 3.4
Perhitungan Deviasi realisasi belanja terhadap belanja tolal dalam AFBD
(Budge! Execulion)
5,
KK Ouwioomme Ruomus Prohdiungan :E.Jl:::;:
Buidgat Smaecimkon
Ciovimsl po el sl Mikal absodut dard roral beleanis dalam
balanis  terhadsp renlinant
Bmianin fotsl Aminen Total belanis APDD =1 1O
AFBRD
El.ﬁbl‘l:-i.i‘-\:.l'l':.ﬁﬂ 747485 ¥ .07 T
T 10340 4sc4zrdedon ¢ 10OW
= QLA
= 1060 - Q93283
= 6.37
.37 poAT-1)

Hasio Fevinal Healisanl belanjs verhadsp belanjs toral
dalam ADD Tahon 3035 sebeasr 5,37 %,

Dada Realisasi yang dgunakan adatah Data Unaudited

Berdasarkan tabel di atas, Jika dilihat dari Deviasi Realisasi Belanja
terhadap Belanja Total dalam APBD dengan capaian kinerja sebesar
5,37%. Capaian ini masih belum optimal, jika dibandingkan dengan target
yang akan ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%.

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah
Daerash mampu merencanakan anggaran secara akural dan
melaksanakannya sesual rencana awal Deviasi yang keci
menunjukkan perencanaan yang matang, sementara deviasi yang besar
(baik underspending maupun overspending) mengindikasikan adanya
inefisiensi, hambatan tekniz, atau perencanaan vyang kurang
realistis, Kondisi  keuangan daerah, terutama dengan adanya
pengurangan dana transfer ke daerah dan perubahan kebijakan
pengelolaan keuangan daerah lainnya menjadi salah satu faktor yang
berpengaruh terhadap realisasi capaian indikator ini.




Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Indikator : Indeks Pengelolaan Asel

Dalam Peraturan Pemernintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dijelaskan bahwa
pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) dilaksanakan
berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai, Pengelolaan BMN/D meliputi
perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindah
tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan,
pengawasan dan pengendalian.

Untuk menghitung capaian kinerja indikator tersebut, maka
digunakan rumus:

(] Pengeiolaan Uorang  Millk Daecakh IEAMLY wvang
pkuntabe] dan Prodo koo
BT. 1.2 = NF.1.1.2 + NMPF.1.2 .3

2, Kepstubhan Pengelelman Hearmng Milik Daersah tsrhadoap
P rwtiarmn Peouncdeang-uandanpgean

BT.2.2 - NPF.2.3.2 « NF.2.4.3 «+ NF.2.5.2
3 Pengawasan dan Peogerdalian BMID yang Elakoir
BT.3.2 = NF.3.6.2 + NIF.3.T.32
4. Admimisrrms MO yang Ancal
BT.%.2 = NF.%.8.32

Indeks Pengelolaan Aset (IPA)adalah instrumen pengukuran
kinerja untuk menilai sejauh mana sebuah instansi pemenntah (bak pusat
maupun daerah) telah mengelola Barang WMilk Negara/Daerah
(BMN/BMD) secara akuntabel, produktif, dan sesuai regulasi.

Capaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2025 sebesar
2,22% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 dengan
indeks 2,15% atau meningkat sebesar 103,26%. Bahwa semakin tinggi
capaian indeks menunjukkan pengelolaan aset yang balk. Penetapan
Nilal IPA diharapkan dapat memotivasi untuk terus menerus melakukan
perbaikan dalam pengelolaan aset.

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 3.8 di bawah, Perbandingan Realisasl dan
Capaian Kinerja pada lima tahun terakhir dari tahun 2021 sampal dengan
tahun 2024, Opini BPK sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan lelah mencapai
target yang di tetapkan yaitu memperoleh Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTF).
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Hal Ini menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan
berkualitas sesual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Capaian indikator sasaran kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang terdirl dari penganggaran yang
baik, penatausahaan yang balk, pengelolsan keuangan yang baik,
pengelolaan aset yang baik dan APBD Kabupaten/Kota yang baik dengan
rata rata capaian kinerja sudah mencapai 87%.

a. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
(Budgeti Execution)

Capaian indikator Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total
dalam APBD (Budgef Execution) tahun 2021 s.d tahun 2025
sebagai berikul !

Tabel 3.5

Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
(Budget Execution) Tahun 2021-2025

TAHUKN | ANGGARAN INDLUK REALISASI E:El..'g‘l.llﬁ‘l'EI;H
2021 10.729.098.013.693.00 | 10,080.730.260.973 40 5.23%
2022 8. 766.471.031 458,00 8863575726750 85 0.05%
2023 10.511 755061 412.00 H.853.373.230.507.00 TAT%
2024 10.501 T12.113. 72,00 | 10908 424 49T 431,50 -2 B7%
2025 10.349 458 422 .262.00 Q.650.237 827 E?#.EI'E!. I 5.37%

Berdasarkan tabel diatas. realisasi belanja terhadap belanja total
dalam APBD dengan deviasi terendah pada Tahun 2022 sebesar
0,05%. Sedangkan Tahun 2021 dan Tahun 2025 deviasi mencapai
angka diatas 5%, deviasi tertinggi pada tahun 2023 yaitu mencapai
7.17%. Sementara itu, tahun 2024 realisasi belanja terhadap belanja
total dalam APBD mengalami minus sebesar 2.87%, hal ini
dikarenakan adanya penyerapan anggaran yang lebih besar dari
perencanaan awal.

Pada tabel diatas, jika dibandingkan dengan perencanaan awal maka
penyerapan anggaran belum optimal atau belum mencapai target
yang telah ditetapkan yaitu deviasi sebesar 5%.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun
mendatang akan menetapkan target anggaran belanja yang lebih
terukur dan rasional memperhatikan perkiraan pendapatan daerah
untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan sub Kegiatan
yang direncanakan dalam APBD.




Peraturan Perundangan.

Tabel 3.6

Penyusunan APBD Tahun 2021-2025

b. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai

PENYUSUMNAN APED

2021

2022

2023

2024

2025

Tepat Waktu

Tepat Waki

Tepat Wakiu

Tepat Waktu

Tepat Wakiu

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Selatan untuk selanjutnya akan mempertahankan konsistensi pada
setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana

yang diamanatkan dalam Pedoman Penyusunan APBD.

Indeks Pengelolaan Aset
Tabel 3.7
Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2021-2025
INDEKS PENGELOLAAN ASET
2021 2022 2023 2024 2025
- - - 2.13% 2.22%

Berbeda dari 3 (tiga) tahun sebelumnya mulai tahun 2025 Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
menetapkan indikator tujuan dan sasaran baru sesuai dengan Renstra
tahun 2025-2028 yaitu Indeks Pengeiolaan Aset. Namun, penggunaan
indikator tersebut sudah dimulai pada tahun 2024, Indeks Pengeiolaan
Aset pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 2,22% dibandingkan
dengan capaian tahun 2024 sebesar 2,13% atau mengalami
peningkatan sebesar 103,26%.
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Tabel 3.8
Capaian Kinerja BPFKAD Tahun 2021-2025
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3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun
2025 dengan target jangka menegah dalam dokumen
Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan tabel 39 menunjukkan capaian kinerja Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025 yang dibandingkan dengan target akhir renstra. Untuk indikator
penetapan dokumen APBD yang tepat wakiu sesuai Peraturan
Perundangan. Dengan capaian kemajuan 100%, diharapkan pihak yang
berkepentingan (balk eksekutif dan legslafif) untuk menyepakati
pembahasan anggaran sesuai jadwal. Sedangkan realisasi belanja
terhadap belanja total dalam APBD masih terdapat deviasi sebesar
0,37% (5,37%-5%) atau dengan penyerapan anggaran sebesar 94 63%.
Selanjutnya. untuk Indeks Pengelolaan Aset sudah melebihi target akhir
Renstra yaitu dengan capaian 2,22% atau sudah mencapai 100%.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan terus berupaya untuk memenuhi target akhir Rencana Strategis
sampai dengan Tahun 2029, antara lain melalui perbaikan dokumen
perencanaan, monitoring kinera program/kegiatan/sub kegiatan dan
evaluasi intemal secara perodik melalui  pengarahan dan

pengorganisasian kegiatan,
Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra
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Data: Rencana Strajegls BPHAD TA 2025-2028, Laporan Kongoldasi Program dan Kegalan BPEAD
Trewulan IV Tabue 2025
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Dalam membandingkan realisasi Kinerja dengan standar nasional,
dapat dilakukan dengan mengacu kepada regulasi yang mengatur
aspek-aspek yang ditetapkan terhadap Indikator Kinerja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, di tetapkan 6 (Enam) Dimensi,
meliputi Kesesualan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran;
Pengalokasian Belanja dalam APBD, Transportasi Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dimensi Opini BPK atas LKPD
dilakukan berdasarkan Opini Badan Pemeriksa Keuangan Rl atas laporan
Keuangan Pemerintah Daerah 3 (Tiga) tahun terakhir berturut-turut.
Berdasarkan hasil Opini BPK atas LKPD, Maka apabila Pemerintah
Daerah memperoleh Opini WTP 3 (Tiga) tahun Terakhir secara barturut-
turut akan diberikan skor 1 (100%). Berkut disampaikan perbandingan
realisasi Kinerja dengan standar nasional pada tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

REALISAS] 025
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Transgmran =
d=n Akuntabe] 3 H‘E‘M
Meningkatnyvi i J=IPA<4 Sunpgat Haik
Kualiins [rnile Kiw P g Do i ]
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Dari tabel diatas Indikator Kinerja telah sesual dengan standar

nasional yang mengacu kepada perundang-undangan terkail.




5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

Tabel 3.11 dibawah menunjukkan Analisis keberhasilan/kegagalan
serta solusi yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan
pada dokumen perencanaan. Berdasarkan tabel tersebut, rata rata
capalan kinerja mencapai 99,30%, dengan pencapaian sebagai berikut :

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD vyang Tepat Wakiu sesual
Peraturan Perundangan

Untuk indikator Penetapan Dokumen APBD sesuai dengan tahapan
dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan. Adanya Komitmen dan seluruh perangkat
daerah untuk dapat menyelesaikan tahapan penyusunan RKA di
masing-masing SKPD, sangat membantu Pemerintah Provinsi dalam
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ke
DPRD dengan tepat waktu pula, sehingga tiap tahun, APBED dapat
ditetapkan sesuai dengan batas waklu yang sesuai dengan aturan
perundang-undangan,

BPKAD Provinsi Sumatera Selatan sesuai ftugas dan fungsi yang
dimiliki, terus melaksanakan kegiatan pendampingan berupa
sosialisasi, koordinasi dan bimbingan kepada seluruh SKPD dalam
rangka penyusunan dokumen perencanaan anggaran yang sesual
aturan yang berlaku, baik penyajian dan kelepatan waktu

penyampaiannya.
b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD
{Budge! Execution).

Jika dilihat dari kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal
bahwa berdasarkan LRA Upaudited Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan per tanggal 31 Desember 2025 bahwa realisasi belanja daerah
tahun 2025 sebesar Rp9.690.237 627 574 B9 atau 93,63% dari yang
dianggarkan sebesar Rp10.348.496.422 262 00. Hal ini masih belum
mencapai target yang ditentukan yaitu deviasi sebesar 5%.

Adapun beberapa faktor yang menjadi kurang optimalnya penyerapan
antara lain

- Pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah {Pilkada)
2024 yang baru dilakukan pada 20 Februan 2025 Hal itu
mengakibatkan dalam tiga bulan terakhir kepala daerah fokus pada
penyusunan  dokumen perencanaan, seperti Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 dan RKFPD 2026;
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- Dampak dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun
Anggaran 2025;

- Keterlambatan lelang paket pekerjaan yang disebabkan oleh juknis
baru terbit,

- Progres Pekerjaan di lapangan sehingga menyebabkan
keteriambatan panagihan;

- Penyesuaian APBD induk dan perubahan APBD tahun 2025.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
telah melakukan Langkah-Langkah percepatan penyerapan anggaran
seperti :

- Setiap 0OPD melakukan evaluasi setiap minggu terhadap
Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan
APBN Provinsi Sumatera Selatan;

- Percepatan Pengadaan Barang dan Jasa serta memudahkan
pelaksanaan Barang dan Jasa sesuai ketetuan Pasal 28 dan Pasal
29 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

- Menerbitkan Surat Edaran tentang Percepatan Penatausahaan
Bendahara, Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
dan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan
Provinsi Sumatera Selatan;

- Kepala SKPD melakukan pengendalan dan memonitor
pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi
tanggung jawabmya secara periodik, yang hasilnya dilaporkan
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalu bidang
perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi yang dimiliki melakukan
koordinasi kepada bagian keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar
dapat memaksimalkan pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan
dalam APBD tanpa mengabaikan kepatuhan dan tertib administrasi
dan pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut.

. Indeks Pengelolaan Asel

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan berhasil melampaui 100%, yaitu Indeks
Pengelolaan Aset dengan capaian 103,268%. Indikator kinerja Indeks
Pengelolaan Aset berhasil lercapai karena adanya optimalizasi dalam
pemeliharaan, pengawasan, pengamanan, pemanfaatan, optimalisasi
inventarisir barang milik daerah dengan menerapkan E-BMD,
mengadakan Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah, bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera
Selatan dalam rangka pengamanan dan penyelamatan Aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Sertifikasi Tanah Milik
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
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Tabel 3.11 Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

EEALISAS] 2005
SASARAN | INDHHATOR KINERIA :
BPEAD [TILIUAN} SABARAN | wpictir | REALISAST] CAFAIAN ANAEIRIG KEBERHARILAN/ KEOATALAN SOLARE YANG DILAKITKARN
| E] [ ] T T
+ | Fersijudnys L. « hKomitmen dari sefuruh perangical  dnerah
M eminghataya unfuk  dopat  menyelesalbon Lagoran
Ksialitan Kemanpnn yang tepat wiltu, sangat membanrn
P geaban uniuk  penyelosson  baporun Keummgon
ﬁm_ﬁnmi Pemerimtsh diereh.
ﬂhu-r .|F._.EI ||_.—.. . |ﬂ._hm_..—!.-n_ L (5 KL A ] Ko
Epind BEK atus wrp | Froses Penyusunmn Pemerintah _u._.w._u... Eﬁuﬂn Selatan, uh“: Hﬁu H.Enﬁ”.mhhnﬂ-ﬂﬂuﬂﬁhﬂﬂﬁ
Laporan Keuangan Laperin Keaangan Kruangen dan Asct Desrah maslh menemui laporen leangan.
behioraps keodali, dntara lain @ perlambestnga)
rekonalliasl dans A0S dari seholsh-sekolals
dan asel Ieiap SKPD afhinges mempenganihi
batas waktu penyelesalan laparan ketangan,
= Persemisse Eomitmen dan seunin perangRan BReTAR cn_cn—mn=ﬂnﬁh= wang baik dan Kamitmen nlirs
BeEneagiun dapat menyeiesadian tahapay penyeaenan FEA i berbagal pihak yang berkepenitingen, sepinl
Dplumen  APED mesing-masing  SKPD, sangal  embaniu BERD dan DPRD  untuk menyepasatt
yang Tejmat Pomerictoh  Provinsl  delam menyampedkan pembahasan anggarin sesuad jadvwal
Walkiu semail| jnpa; | EMFs 100t (Rancangan Peratiran Dpsrnb tenteng AFBD loe
PrrufLitamn DFRD dragan tepal wakiv pule sehinggs tap
Perundangan, tabiun, AFHD dapal direcopkan seauai dengan
batas waktu vang scalad  dengen akurEn
P g s g
Dreviam reali s ) Jdica difthar dard krecibilas enggaran DeLanga darl | - MEARGEAN | prrcepaia | oiARaanaan |
belnnjs techadap ¥k Gt b 903N | e reneanann awal  maks Penyerapan  anggaran kegiatan secars elelnlf s=hingga mampu
belatifa total secari keselurihan mssth belum dopae dikataloon|  menyemp anggaron sscara tepar, efimien,
dutam AFRD myeryenlish anghs yang optimeal. dan akuniabel,
Hisefgp
n_mﬂ.-.n.n._l_u__.__ - Miémprionsaakcan  PencaifAD AREERAFATL
terbmdag loeglatan-kegiatan yang
teeridnmpak pada masyaralost secara luas,
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6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan
Kinerja yang dihasilkan terhadap Sumber Daya yang digunakan. Efisiens
yang dimaksud adalah bagaimana penggunaan serta pemanfaatan
seluruh sumber daya secara maksimal dalam menghasilkan capaian
Kinerja yang lebih baik,

Dalam melakukan perhitungan tingkat efisiensi, BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan melakukan perhitungan yaitu 100% dikurangi (Realisasi
Anggaran dibagi Pagu Anggaran) x 100% (sesuai dengan Buku Panduan
SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Ewvaluasi Akintabiltas Kinerja
Instansi Pemerintah). Apabila hasil perhitungan tersebut lebih besar dari 1
|satu) maka tingkat efisiensinya tinggi, begitu pula sebaliknya. Pada Tabel
3.12 (Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan
Sasaran) bahwa sampai dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi
secara keseluruhan mencapai 15,02%, dan Tabel 3.13 (Tabel Pencapalan
Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan) diatas, bahwa sampai
dengan akhir tahun 2025 Tingkat Efisiensi secara keseluruhan mencapai
17.98%




Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

INIMEATOR KINERIA

ANGGARAM
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1 umnﬂ_a.n.“_._..__-h..__u_
Foninghninn Cipnd BFK atas Lamoan f—
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Tabel 3.13
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Anggaran
Program/ Kegiatan Indikator Kinarja | Tamget | Realisast % s Tinghat
ik
Program/Kegistan | kinerja | Kinerla | Capaian Anggaran Realisasi %o Capaian
=P F g 3 4 F; 5 7 8 [ I
PROGRAM PENUNIANG Persentase Pemenvban| 100 93,96 63.122.418.869,00 51.682.936.560,00 81688 18,12
URUSAN PEMERINTAHAN |Layanan Kinerja
DAERAH PROVINSI Perangkat Dagrah _
| [Perencanaan, Persentase dokumen| 100 | 0,74 | 100,00 T 3.734.047.051,00 3.210.017.227.00] 59,26 0,74
Penganggaran, dan|Perencanaan,
Evaluns Kinerja|Penganggaran, dan Evaluasi
Perangkat Dasrah Kinerja Perangkat Daerah
yang  disusun sesusl
permbsan _ .__
i |Administras  Keuangan|Persentase Dokumen, 100 | 27,25 | 100,00 7R 578.648.000,00 20.754.321_734,00 72,75| 27,25
Perargkal Dacrah Administras| Keuangan
Perangkat  Doaerah  yang
termusun  Sesudi  dengan
peraburan
il |Administras Barang Mibk|Persentase ‘dokwmen| 100 | 22,19 | 100,00 1.607.369.500,00 | 1,750,666 142,00, 77,81 22,19
Daerah pada Peranghatiadminisirag barang  milik
Diaerah daerah pada perangkal |
daerah yang terpenuhi
. E | st L =
fiv | Bdmiristros w-_.mam.ﬁmm layanan| 100 562 |  BS500 2.337.450.000,00 2.206.044.842,00/ G438 562
Kepegawaian Perangkatiadministrasi  kepegawaian
Daerah jperangkat  daerah  yang
jsesual dengan peraturan
v |Administrasi Umm Persentase  terpenuhiya| 100 | 6,10 100,00 13.312.690.7568.00 12.501.173.212,00 53,90 6,10}
Parangkal Duerkh layaman adminkstrasl umum
perangkat  daerah  dengan
|balk
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Program/ Kegiatan

Indidator Kinerja
Program, Kegiatan

Tanget
kinerja

Realisas e
Kinarja | Capaian

Anggaran

Anggaran

% Capaian

Tingkat
Elvale i

w [Pengadaan Barang Milik|Persentase

&

'

gl

Dasrah
Urusan
Daerah

Pengadsan

Penurjeng Pangadaan  Barang  MIsk
Pemerintahan|Daerah Penunjang Lirusan |

Pemerintah  Dperak  yang|

sesual dangan kebutuhan
...... |

100

3743

66,67

F

1.655.745,635,00 |

i

13

T 1.078.546 666,00

‘Penyediaan

Penunjarng
Femearnntahan Dasrah

viEl

Jasa Persentose
Linusan | jasa

Tersedianya
penuniang  wrusan
pemerntahan daerah sasusl
dengan kebwtwhan

perangkat dagrah

100

1688 | 100,00

4, 726.337.000,00

3.928.459,140,00

A2

51

743

16,88

Pemeliharaan

Barang Persentase  barang

milik

Millk Daerah Penunjang deergh  penunjang  urusan!

Linesan
Dperah

Pemerntahan pemenntahan daerah yang

dilakukan pemefiharaan

100

1195 | |

7.716.130.925,00

E.753.707.606,00

BE,05

11,95

TR
KEUANGAN DAERAH

Meningkatnya Kualitas
Tata Kelola Anggaran,
Tata Kelola
Perbendaharaan dan
Tata Kelola Akuntansi

dan Pelaporan

| Persantass Alokas Belanja

di Lidar Tunjangan Gum
yang Dialokasikan malalul
TED

Parsentase Balanja ﬁmﬂm_iu_ :

100
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25,95

21,06 | BL16
|
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17,97
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Program, Keglatan Indikator Kinerja Target |Realisas 8% gemiinns Tingkat
Program/Kegiatan kinerja | Kinerja | Capalan . i e % : Efisiensi
. I 4 ¥ [ & E g g {
i |Koordinasi dan Persentase  Tersusunmya) 100 2,377 100,00 7.016,500.000,00 £.,499.174.059,00 92,68 7,37
Penyusunan Fencana Dokurmen Perenanaan _
Anggaran Daerah Anggaran  deerzh  dalam

remenuhan belanja deerah
urisan Pemerintahan wajib
dan urusan pemerintahan
pilihan  serta  belanja

Mandatory spending
i |Pembinaan Pengelolaan Persentasa pemerintah| 100 15,40 10,00 1.740.450,000,00 1.472.445.334 00 84,60 1540
Keuangan Daerahdaerah kabupaten/
Kabupater/Kota yang ditina _pengelolaan
il |koordinasi dan|Persentase Koordinasi dan| 100 3,04[ 100,00 1.728.125.000,00 | 1.675.576.765,00 96,96 3,04
Pengelolaan Pengelolaan  Kas  Daerah,
Perbenclaharaan Daerah |Penoelolaan Dara
Perimbangan SeCara
Akuntabel efektif dan afisken
- serta berbasis digitalisasi
w | Koordnasi dan{Persentase  Teraksananya| 100 7933 10000 1.359.565.000,00 952 619, 345,00 70,07 29,93

Pelaksanaan  Akuntans|Koordinasi dan Pelaksanaan
dan Pefaporan Keuangan{Akuntansi  dan  Pelaporan
Daarah Keuangan Daerah  yang
tepat waktu dan  sesual
dengan SAP, dan Ketapatan
Waktu Dalam Penetapan
Parda tentang Pelaksanaan

Pertanggung jawaban AFBD
v |Penunjang Urusan|Persentase  pemenuhan, 100 | 17,99 74,33 3,800 764.114.192,00 3.118.490.198.361 30 g201] 17,99
Kewenangan \layanan penunjang urusan
Pengelolaan  Kewangan kewenangan  Pengelolaan
Daerah ".Ecﬁ_ﬂ: daerah
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G Program/ Kegiatan Indikator Kinerfa Target | Realisasi % Tingkat
Program/f Kegiatan kinerja | Kinerja | Capalan 8 % Capaian Efishens
i == ¥ 4 I3 ¢ 7 = § o 10
1l |[PROGRAM PENGELOLAAN |Meningkatnya Kualitas _ 6.108.013.108,00 4.714.757.595,00 77,19 22,81
BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang ioo 42,81 99,17 _
Milik Daerak
Persantase Penambahan
INilai Aset Tetap AN | At S
m.___ﬁmmw Manaperment a Ya 1008
i |Penpelolaan Barang Milik/Persentase  Terwujudmya, 100 22,81 99,17 6.108.013.108,00 4.714.757 595,00 7718 2281
Daerah Dokumen Perancanaan |
Kebutuhan BMD,
Penatausahaan BMD,
Pemanfaatan dar|
Pemindatangan BMD,
Inwentarisas, Perartiban
dan Laporan Belanfs Modal
yarg Akuntabel
Jumish i 71 sub kegiatan 96,00 3.883839.186.169,00 3.185.487.708.028,30 82,02 17,98

Sumbear Data : Laporan Konsoldas Frogram dan Kegisian BPEAD Tresgan IV TAZ0ES
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7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dari  Tabel 314 terdapat beberapa hal yang  mendukung

keberhasilan/kegagalan dalam Pencapaian Kinerja pada Program
Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu

a. Persentase Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sesuai
Peraturan Perundangan.

Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waktu sudah sesuai Peraturan
Perundangan, Berikut beberapa faktor keberhasilan APBD {Anggaran
Fendapatan dan Belanja Daerah) tepat waktu:

1) Komitmen dari Kepala Daerah dan DPRD untuk menyelesaikan
APBD tepat waktu:

2) HKoordinasl yang efeklif antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat
Daerah) dan tim anggaran;

3) Pengajuan APBD yang lengkap dan sesuai dengan format yang
ditentukan;

4) Perencanaan anggaran yang baik:

3) Fokus pada prioritas dan kebutuhan masyarakat dalam penyusunNan
APBD.

b. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Budget
Execution)

Dari pelaksanaan belanja, serapan dari seluruh SKPD belum optimal
atau deviasl sebesar 537% dar target yang telah ditetapkan yaitu
deviasi sebesar 5%. Untuk itu, pada masa yang akan datang pemerintah
daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan serapan
anggaran, antara lain

1) Melaksanakan pengadaan dini segera setelah KUAPPAS
disepakati, sehingga proyek fisik dan program strategis dapat
dimulai kebih awal;

2) Penfingnya monitoring triwulanan untuk mengontrol ritme belanja
OPD,

3) Evaluasi kinerja perlu dilakukan secara berkala, termasuk memberi
perhatian khusus pada OPD dengan realisasi rendah:

4) Perencanaan kerja yang realistis, tidak menumpuk pekeraan pada
triwulan 1V

¢. Indeks Pengelolaan Aset

Capaian Indikator Pengelolaan Aset tahun 2025 sebesar 2.22% atau
mengalami peningkatan sebesar 103,26 dari Capaian Indikator Indeks
Pengelolaan Aset tahun 2024 sebesar 2,13%
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Berbagai langkah strategis telah dimplementasikan, mulai dan
peningkatan sistem informasi  keuangan, penguatan mekanisme
pengawasan internal, hingga optimalisasi pemanfaatan aset daerah.
Transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan informasi yang
mudah diakses oleh masyarakat, sehingga memberikan keyakinan dan
kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Selanjutnya, program dan kegiatan yang terdapat di BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan telah menunjang tujuan dan sasaran strategis BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dapat terlihat dari hampir semua capaian
program dan kegiatan di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan telah mencapai
100%.

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun Capaian Program Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi
4 (empat) indikator yaitu :

1) Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang
Dialokasikan melalui TKD terealisasi sebesar 21,08%. Hal ini sesuai
dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Neger Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2025 yang menyatakan bahwa "Pemerintah
daerah wajib mengalokasikan belanja pegawal daerah di luar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggr 30% (tga
puluh persen) dari tolal belanja APBD. Belanja pegawal daerah
termasuk didalamnya aparatur sipil negara. kepala daerah, dan
DPRD. Belanja pegawal daerah tidak termasuk belanja untuk
tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan
profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD
yang telah ditentukan penggunaannya

2) Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur dengan capaian 33,84%
belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 36.60%. Untuk itu,
Pemerintah Daerah Provinsi sumatera Selatan akan terus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran Belanja Infrastrukiur
Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total
belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada
Crasrah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan tentang APBD Tahun 2025 paling lama 5 (lima)
tahun terhitung sejak Undang-Undang Momor | Tahun2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah diundangkan.

Terkait pemenuhan Belanja Mandalory Spending, Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan akan melakukan :
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Meningkatkan kualitas belanja daerah dengan mengelola keuangan
secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dan
pemangku kepentingan dapat menilai penggunaan dana publik dan
memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan terkait keuangan
daerah dipertanggungjawabkan

- Melakukan evaluasi subkegiatan dalam APBD yang mendukung
pelaksanaan mandalory spending sepert mengalokasikan dana
untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang mendukung
kesetaraan gender,

3) Persentase Penurunan SILPA dengan target 2,50%. Nilai SILPA
tahun 2025 sebesar Rp482.419.609.131,79 mengalami kenalkan
sebesar Rp373.024 957 924,43 atau 3,29% dibandingkan dengan
realisasi SILPA tahun 2024 sebesar Rp108.404 651,207, 36,

Untuk itu, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan lebih
cermat dan rasional proyeksi SILPA dengan mempertimbangkan
perkiraan  realisasi anggaran dalam rangka menghindari
kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak
tercapainya SILPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4) Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu

Pemenntah daerah diberi waktu selama 3 (tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir untuk menyampaian Laporan Keuangan
Femerintanh Daerah (LKPD). Hal tersebut diatur dalam Undang-
Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Megara.
Saat ini, dalam proses penyusunan laporan keuangan,

Selanjutnya, meskipun terdapat kegiatan pada Program
Pengeiolaan Keuangan Daerah yang belum mencapai target tetapi
semua program/kegiatan pada Program pengelolaan keuangan daerah
masih dapat menunjang tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan melalui bidang perbendaharaan secara berkala sesuai fungsi
yang dimiliki melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada bagian
keuangan/bendahara di seluruh SKPD agar dapat memaksimalkan
pelaksanaan belanja yang telah dianggarkan dalam APBD tanpa
mengabaikan kepatuhan dan lertib administrasi dan
pertanggungjawaban pencairan belanja tersebut. Adapun yang telah
dilakukan seperti Sosialisasi Penerapan Pelaksanaan Penyerahan Kartu
Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan Transaksi Non Tunai untuk
Pengguna  Anggaran di  lingkungan  Pemerintah  Provinsi
Sumatera Selatan




Dan dan seg: pertanggungjawaban pelaksanaan APBD juga
diharapkan tepat wakiu seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan
penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang
tepat waktu yakni paling lambat 30 Juni tiap tahunnya.

Di lain pihak, selaku pembina pengelolaan keuangan daerah pada
17 kabupaten/kota, ketepatan wakiu penyampaian Ranperda APBD
Kabupaten/Kota untuk dievaluasi di Pemerintah Provinsi melalui Bidang
Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan sera tindaklanjut terhadap seluruh hasil evaluasi
Ranperda APBD hingga koordinasi yang intensif yang terus dilakukan,
bersama antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota semakin baik.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Capaian Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator
yaitu : Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap dan Asset
Management.

Milai Aset Tahun 2024 sebesar Rp37.676.083.177.571,80 mengalami
kenaikan sebesar Rp590.284.523 87692 atau 1.57% dibandingkan
dengan Nilai Aset Tahun 2025 sebesar Rp37.676.083.177.571,90.

Adapun kinerja yang telah dicapai selama Tahun 2025 terkait
FPengelolaan Barang Milik Daerah antara lain :

1) Untuk mengolah Data Barang Milk Daerah, BPKAD Provinsi
Sumatera Selatan menggunakan Aplikasi e-BMD yang mencakup
inventarisasi, penatausahaan, pemanfaatan dan pelaporan.

2) Dalam hal pengamanan hukum (serifikasi tanah) Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan membuat kesepakatan bersama dengan
Kanwi ATR-BPN Sumsel. Adapun sampai dengan Tahun 2025
sebanyak 23 (dua puluh tiga) sertifikat tanah telah diselesaikan.

3) Upaya yang telah dilakukan dalam rangka penertiban aset
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, untuk tahun 2023,
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berhasil meneribkan
barang tidak bergerak yang bermasalah sebanyak 10 bidang
dengan rincian:

Barang Jumiah Milai (RP)
Tanah 10 bidang 427 044 974 561
Jumiah 427 044 974 561
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4} Dalam penertiban aset bermasalah, selain berkoordinasi dengan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga meminta bantuan
kepada Aparat Penegak Hukum (Kejaksaan Tinggi Sumatera
Selatan) sejak Tahun 2020 s.d Tahun 2025, 20 (dua puluh) aset
bermasalah yang diajukan permohonan bantuan melalul mekanisme
Permohonan Pendapat Hukum, Surat Kuasa Khusus dan Laporan
Pidana.

S) Melakukan optimalisasi BMD dengan pola pemanfaatan sehingga
bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya, dalam Pengelolaan dan pengamanan aset milik Pemenntah
Provingi Sumatera terus melakukan upaya yang lebih intensf dan
profesional sehingga didapatkan data aset yang akurat, akuntabel dan
dapat dipertanggungjawabkan serta menyelamatkan aset dari kehilangan
dan penguasaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.

Capalan kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Provinsi rata-rata 100%. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program
dan kegiatan yang bersifat internal yakni mendukung tugas pokok dan
fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang
pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan
pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian seria
perencanaan.
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Tabel 3.14
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan
Incliicabor Kinsria Program¥eisten e —— Capsinn (%) !_!_E“.H_-_..ll
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3.2 Realisasi Anggaran

Berdasarkan tabel 3.15 dibawah, rata-rata realisasi anggaran untuk

program/kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Sumatera Selatan sebesar 82,02%, tertinggi pada realisasi anggaran kegiatan
Perencanaan, Penganggaran, dan Ewvaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang
terealisasi sebesar 9826% sedangkan realisasi terendah adalah kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
yang terealisasl sebesar 62,57% sehingga secara akumulatif terjadi efisiensi
anggaran sebesar Rp698.351.478 140 70 atau 17,98%.

Berkenaan dengan rendahnya serapan pada beberapa kegiatan, secara rinci
dapat dijelaskan sebagai berikut

a.

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan capaian realisasi Rp1.038.545.666 00 atau 62 57%,
terdapat efisiensi sebesar RpG621.188.969,00. Hal ini disebabkan antaralain
adanya rencana pengadaan mebel di gedung kantor baru, namun gedung
kantor belum dibangun;

Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Caerah dengan capaian realisasi Rp952.619.345,00 atau 70,07%, terdapat
efisiensi sebesar Rp406 94565500 Hal ini disebabkan adanya efisiensi
belanja;

Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan capaian realisasi
Rp4.714.757.58500 atau 77,18%, terdapat efisiensi sebesar
Rp406.945.655,00. Hal ini disebabkan :

1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milk Daerah yang terealisasi
sebesar Rp1.660.000.000,00 atau 54, 72%.

Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim
penertiban aset pemprov. sumsel, terdin dan tim Pemprov sumsel
(BPKAD, ITDA, Biro Hukum & Sat Pol PP) Tim POLDA Sumsel dan Tim
Kejati Sumsel (yang diberikan honor sesuai SBU), namun tahun 2025
Tim Penartiban Aset tidak jadi dibentuk

2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang
Milik Daerah yang terealisasi sebesar Rp683.152.180,00 atau 68, 32%.

- Pada saat penyusunan anggaran, dianggarkan biaya pengukuran
dalam rangka sertifikasi tanah milik Pemprov. Sumsel, namun sesuai
dengan sesuai dengan pasal 3 ayat {1) huruf & dan ayat (2) Permean
ATR/BPN No. 25 Tahun 2016 bahwa untuk pelayanan pertanahan,
pengukuran, pemetaan, dan pemerikaan oleh panitia A dikenakan
tanf Rp. 0,00 untuk Instansi dan Pemda, pengukuran tanah yang
berbayar untuk balik nama serifikat,

- Pada saat penyusunan anggaran, di rencanakan dibentuk Tim
pengawasan pengendalian BMD Pemprov. Sumsel yang telah
dilakukan kontrak pemanfaatan, terdin dar tim Pemprov sumsel
{BPKAD, ITDA, Biro Hukum, PERKIM dan Satpol PP) (yang diberikan
honer sesuai SBU), namun tahun 2025 Tim Penertiban Aset tidak jadi
dibentuk.
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d. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
pada Sub Kegiatan Analisis Perancanaan dan Penyaluran Bantuan
Keuangan dengan capaian realisasi Rp1.212.325.842 150,30 atau 70.26%,
terdapat efisiensi sebesar Rp513.212.814.484,70, hal ini disebabkan oleh
adanya Belanja Bantuan Gubemur yang belum disalurkan karena
Kemampuan Keuangan Daerah dan Sub Kegiatan Pengelolaan Dana
Darurat dan Mendesak dengan capaian realisasi
Rp33.448.110,00 atau 0,11%, terdapat efisiensi sebesar
Rp29.111.069.070,00, alokasi ini merupakan penyediaan anggaran dalam
rangka penanganan tanggap darurat akibat bencana alam.
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Tabel 3.15
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

Penggunaan anggaran tersebut apabila dirinci dalam mendukung pencapaian

sasaran adalah sebagai berikut:
lﬂﬂ“rﬂ
o Program/ Kegiatan =
Anggaran Reoalisasi Covaliin
__I_ L -E-- F -] o
1 |PROGRAM PENUMIAMNG URUSAN 63,122.4158.869,00 51.682.936.569,00 81,88
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
I |Perencansan,  Penganggaran, 3.234.047.051,00 T A.210.017.227.00 EEN
dan Evaluasi Kinere Permngkat
[EEESE R
|M-I'I'I|-I'l$t.l’l$-l Keuangan 25.528. 646 000,00 20.754321.734.00] 72,75
|I'-"Er!|r'|gh.at Daermh
il Administrasi  Barang Mk 1.607.360.500,00 1.250.666_142,00] 77,81
|Daerah pada Perangkat Daerah
v Administrasi  Kepegawaian 2. 137 A50.006,00 7.206,044.642,00) 94,38
|Perangkat Dasrah
v |Administras) Umum  Perangiat 13.312.600,758,00 -~ IZS0L173 00| 9350
Dasrah
|vi |Pengadsan Barang Milikk Daerah 1.658, M5 635,00 1.038,546.666,00) 62,57
Penunjang Unsan Pemerintanan
Daerah
wii [Permyediman  Jass  Pemanjang 4, 726.337.000,00 3.576.450.140,00| 83,12
Lirusan Pernenmtaban Dasrah
wil |Pemaliharaan  Basang  Milik 7716, 130,075 00 6.790.707 606,00, 08,05
Damah  Panung@ang  Urusan
Pemeanntahan Daerah |
I |PROGRAM PENGELOLAAN | 3.A14.608.754.192,00 | 3.129.090.013.864,30 82,00
KEUANGAN DAERAH
i |Koordinas: dan Penyusunan 7,016, 500,000,000 6.499.174.059.00 92,63 |
Rencana Anggaran Dasrah
il |Pembinaan Pengpeiolaan L. 740, 450.000,00 147244533400/ 84,60 |
Keuangan Daerah
Kabupaten/Koba
Tl |Koordinass dan  Pengesolasn 1.728.125000,00 |  1.675.576.765,00| 06,96
Perbendaharaan Dasrah
v |Koordinasi dan  Pelaksanssn 1.350.555.000,00 ORI E19.345.00] 70,07
Ak e dan Palaporan
Keuangan Dasrah
W Penunjang Urusan Kesssnangen I E0Z2.764.114.192 3.118.450.198.361,30 El,ﬂi_
Pengelolaan Keuangan Daerah
il PROGRAM PENGELOLAAN 6.108.013.108,00 |  4.714.757.595,00| 77,19
BARANG MILTK DAERAH
i Pengabolaan Barang ik B, 108,013,108, 00 4,414,758, 555.00 F7F1%
D‘“"' - - —— e —
Jumibah : 71 sub Inlqlltl-n B.BI!.I.‘I'I 186.169,00 | 3.185.487.708.028,30 82,032
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3.3

3.4

Inovasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD Provinsi Sumatera
Selatan melakukan beberapa inovasi

a. Aplikasi SIAP SUMSEL guna peningkatan tata kelola barang milik daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

b. Aplikasi E-BKBK merupakan pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan
secara terintegrasi yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, efekiivitas serla ketertiban administrasi dalam pengelolaan
Eelanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

% B LT LT ., ; . - i
g wamaiinniTEs : .,.J BRANAD :w.:_ L[S TN ﬂ

] ]
e

"‘ L] ‘ ’-ur

B oeEEs L A & BE e

Penghargaan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan dalam melaksanakan fungsinya dalam urusan penunjang urusan
penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
keuangan, diantaranya melakukan pengelolaan dan penatausahaan keuangan
daerah serta melaporkannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemenintah
Daerah serta melaporkannya dalam benfu Laporan Keuangan Pemenntah
Daerah sebagal bahan/maten pemerksaan oleh Badan Pemerksa Keuangan
Rl guna memperoleh penilaian/opini atas penyelenggaraan pemernntahan
dalam bidang keuangan, yang merupakan tolok ukur atas kinerja keuangan
daerah. Pada Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan telah memperocleh Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) untuk yang ke sepuluh sejak tahun 2014
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Selain ifu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan juga meraih ;

Penghargaan “SLIP PPID AWARD" Tahun 2025 Kategori Cukup Baik
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Penghargaan Audit Sistem Kearsipan Internal terhadap Organisasi Perangkat
Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
sebagai Harapan I
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Penghargaan Kategori Organisasi Perangkat Daerah dengan Kualifikasi
Informatif dengan nilai 96,92 berdasarkan Keputusan Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XIN2025
tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik dada Badan Publik Tahun 2025.
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4.1

4.2

BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerntah (LKjIP) Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada dasamya
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan
kegiatan strategis yang telah ditetapkan. LKjIP ini memuat capalan kinera
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025. Realisasi Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Asst
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 telah direalisasikan sebesar
Rp3.185487.708.028,30 atau B2,02% dan target belanja yang telah
ditetapkan pada Tahun 2025 sebesar Hp3 BB3 83518616900, dengan
Capaian Fisik mencapai 96%.

Rata-rata kinerja indikator tujuan dan sasaran pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah 99,30%.
Adapun capaian target akhir Renstra di Tahun 2025 terdapat 1 (satu) indikator
kinerja yang melampaui target yaitu Knerja Indeks Pengelolaan Aset
mencapai 103,26%, sedangkan 2 (dua) indikator kinerja lainnya juga telah
memenuhi target yaitu Penetapan Dokumen APBD yang Tepat Waklu sesuai
Peraturan Perundangan sebesar 100% dan Deviasi realisasi belanja terhadap
belanja total dalam APBD (Budget Execulion) sebesar 94.83%. Walaupun
beberapa capaian indikator program ada yang belum optimal, namun tetap
menunjang capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran.

Dalam Perencanaan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Provinst Sumatera Selatan telah menyesuaikan informasi dalam LKJIP
tahun sebelumnya seperti pencapalan kinerja sesual farget minimal yang
ditetapkan pada Rencana Kerja sebagal tindak lanjut dari target indikator
kinerja daerah yang terdapat pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pada masa mendatang

Selanjutnya, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
pelaksanaan program kegiatan dan capaian kinerja sebagaimana yang telah
ditargetkan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera
Selatan, akan melakukan upaya-upaya antara lain :

1. Evaluasi berkala terkait pelaksanaan program/kegiatan guna meningkatkan
capaian indikator tujuan/sasaran sesuai Rencana Strategis Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2025-2029;




2. Meningkatkan koordinasi dan terus membangun komunikasi antar pegawa,
antar bidang dan antar Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk
menyelesaikan permasalahan secara cepat dan tepat.

3. Masing-masing bidang perlu melakukan pengawasan/pengendalian internal
serta meningkatkan kapasitas SDOM masing-masing guna mengawal
capaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah
ditetapkan;

4. Masing-masing pelaksana kegiatan lebih cermat dalam mengisi capaian
output  kegiatan, sehingga laporan yang fersusun  benar-benar
menggambarkan realisasi fisik dan kinerja suatu kegiatan.

4. Informasi Kinerja yang disajikan dalam laparan ini perlu digunakan dalam
perbaikan perencanaan, pengukuran dan perbaikan pelaksanaan program
dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja organisasi dan penilaian
kinerja.

Dengan demikian, terhadap hal-hal tersebut di atas, diharapkan terjadi
penguatan konsistensi upaya pencapaian rencana strategis dan peningkatan
kualitas capaian hasil kinerja yang lebih baik dan pada akhirnya akan
membenkan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan/sasaran/indikator
kinerja utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada khususnya
seria Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Palembang, 4 Februar 2026

K.epala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Provins) Sumatera Selatan,

TR

H. ¥ossi Hervandi, S.E., M.M., CGAA
Pembina Utama MudaV.c
NIP. 198208162001121004
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